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1. SEJARAH PANCASILA

Presiden Soekarno pernah mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”.
Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam
bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM)
yang mengungkapkan “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “sejarah memberikan
kearifan”. Pengertian yang lebih umum yaitu “sejarah merupakan gurukehidupan”.

Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan
suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-
cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989:
64). Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa
diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, “No nation can
achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral
dimensions to sustain a great civilization” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai
kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya
itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar) (Madjid dalam Latif,
2011:42).

Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila
terus berjaya sepanjang masa. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya
sekedar “confirm and deepen” identitas Bangsa Indonesia. la lebih dari itu. la adalah
identitas Bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan
dilahirkan kembali menjadi Dasar dan Ideologi Negara,maka ia membangunkan dan

membangkitkan.

A. Pancasila Pra Kemerdekaan
Kekalahan tentara Belanda 1942 kepada tentara Jepang di Kalijati merupakan awal
berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Kemenangan Jepang tersebut semula
disambut gembira oleh rakyat Indonesia yang sejak awal tidak mempunyai harapan
merdeka di bahwa penjajahan Belanda. Harapan mereka, Jepang sebagai sesama
bangsa Asia akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam waktu dekat.
Strategi Jepang untuk menjajah Indonesia memang cukup bagus, yaitu dengan

membolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagi



Indonesia Raya, dan untuk mengganti untuk sementara tenaga administratifnya yang
ditenggelamkan Sekutu, pegawai pangreh praja Indonesia dinaikkan pangkatnya
meskipun diturunkan gajinya. Tentara Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua
bangsa Indonesia Dengan sangat strategis, tentara Jepang juga merekrut intelektual
Indonesia dengan memberinya wadah Komisi Penyelidik Adat Istiadat dan Tata Negara
tanggal 8 November 1942 yang bersama-sama 13 orang Jepang mendiskusikan idea-idea
mereka tentang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia baik untuk kepentingan Jepang
maupun untuk kepentingan Indonesia merdeka yang mereka cita-citakan. Bahkan setelah
kegagalan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin
Asia, maka didirikanlah Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang diketuai oleh empat
serangkai, Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Mas Mansur, yang mendapat
sambutan hangat dari rakyat. Setelah itu dibentuklah berbagai organisasi massa seperti
Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), Heiho yang terkenal
dengan PETA yang diprakarsai Gatot Mangkupraja. Semuanya adalah strategi Jepang
untuk ‘melunakkan’ hati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan Sekutu.

Kekalahan Jepang secara beruntun dalam perang (PD II) melawan sekutu
‘memaksa’ pemimpin administrasi militer di Indonesia yaitu Hayashi menganjurkan kepada
Pemerintah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sebab
berdasarkan pengamatannya kesengsaraan bangsa Indonesia di bawah pemerintah
Tentara Pendudukan sudah tidak tertahankan lagi. Maka kalau Jepang secara eksplisit
tidak memberikan janjir kemerdekaan itu kepada pemimpin-peminpin Indonesia tentu
mereka akan berbalik melawan Jepang. Kalau itu terjadi, maka keadaan Jepang tentu
tidak dapat diselamatkan lagi. Saran ini kemudian diterima oleh Pemerintah Jepang
dibawah Perdana Menteri Koiso. Maka tanggal 7 September 1944, Koiso mengumumkan
ke seluruh dunia di muka sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi
kemerdekaan dalam waktu dekat.

Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil
pergumulan pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers) untuk menemukan
landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.
Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahan-
bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Latif (2002: 5)
menyebutkan bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an pelbagai kreativitas intelektual
mulai digagas sebagai usaha mensintesiskan aneka ideologi dan gugus pergerakan

dalam rangka membentuk “blok historis” (blok nasional) bersama demi mencapai



kemerdekaan. Pemberian kemerdekaan dan bayangan kekalahan Jepang tersebut
akhirnya ‘memaksa, mereka untuk mengumumkan pembentukan BPUPKI yang
selanjutnya disebut dalam bahasa Jepang sebagai Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan
Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dibentuk pada 29 April 1945 sebagai
realisasi janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 dari pemerintah Jepang.
Anggota BPUPKI berjumlah 63 orang, termasuk Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat
sebagai ketua, Itibangase Yosio (anggota luar biasa yang berkebangsaan Jepang) dan R.
Pandji Soeroso (merangkap Tata Usaha) masing-masing sebagai wakil ketua
Pembicaraan mengenai rumusan dasar negara Indonesia melalui sidang-sidang BPUPKI
berlangsung dalam dua babak, yaitu: pertama, mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945; dan
kedua, mulai 10 Juli sampai 17 Julil945.

Dr. KRT. Rajiman Wedyodiningrat diangkat ketua (kaityo), bukan Soekarno, yang pada
waktu itu dianggap sebagai pemimpin nasional yang utama. Pengangkatan tersebut
disetujui oleh Soekarno, alasannya, sebagai anggota biasa akan lebih mempunyai banyak
kesempatan untuk aktif dalam diskusi-diskusi.

Sidang pleno BPUPKI pertama, sidang dibuka dengan sambutan Saiko Syikikan,

Gunseikan, yang menasehati BPUPKI agar mengadakan penelitian yang cermat terhadap
dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia merdeka sebagai
suatu mata rantai dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya.
Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk
mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan
rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke
belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian
dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011: 4). Begitu
lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam
menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur
negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri
bangsanya.

Pada sidang pertama BPUPKI, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan
usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin
mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesia sebagai berikut: 1) Peri
Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5)
Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945

mengemukakan teori-teori Negara, yaitu: 1) Teori negara perseorangan (individualis), 2)



Paham negara kelas dan 3) Paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Ir.
Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara yang terdiri
dari: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan),
3) Mufakat (demokrasi), 4) Kesejahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa
(Berkebudayaan) (Kaelan, 2000:37-40).

Pergumulan pemikiran dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia bermula
dari permintaan Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, selaku Ketua BPUPKI pada 29Mei
1945 kepada anggota sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka.
Untuk merespon permintaan Ketua BPUPKI, maka dalam masa sidang pertama, yaitu 29
Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin dan Soekarno mengajukan  usul
berhubungan dengan dasar negara. Soepomo juga menyampaikan pandangannya dalam
masa sidang ini namun hal yang dibicarakan terkait aliran atau paham kenegaraan, bukan
mengenai dasar negara.

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan
menggunakan bahasa Belanda, philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka.
Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa,
hasrat yang sedalam- dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka.
Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah ‘weltanschauung’ atau pandangan
hidup (Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), 1995: 63,
69, 81, dan RM. A.B. Kusuma, 2004: 117, 121,128-129).

Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara pada masa
sidang pertama BPUPKI tersebut berbeda-beda. Usul Soekarno mengenai dasar negara
yang disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945 terdiri atas lima dasar. Menurut Ismaun,
sebagaimana dikutip oleh Bakry (2010: 31), setelah mendapatkan masukan dari seorang
ahli bahasa, yaitu Muhammad Yamin yang pada waktu persidangan duduk di samping
Soekarno, lima dasar tersebut dinamakan oleh Soekarno sebagai ‘Pancasila’.

Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama
BPUPKI, dimana padatanggallJunil945 di depan sidang BPUPKI, Ir. Soekarno
menyebutkan lima dasar bagi Indonesia merdeka.  Sungguh pun Ir. Soekarno telah
mengajukan lima sila dari dasar negara, beliau juga menawarkan kemungkinan lain,
sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan
dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila
bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila. Tri Sila meliputi: socio-nationalisme,
socio democratie dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yang dijelaskan oleh Ir. Soekarno

yaitu “Gotong Royong” karena menurut Ir. Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan



haruslah negara gotong royong (Latif, 2011: 18-19). Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni
itu adalahnama Pancasila(di samping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih)
(Notosusanto, 1981: 21). Ini bukan merupakan kelemahan Ir. Soekarno, melainkan
merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar.
Faktanya Ir, Soekarno diakhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara
Republik Indonesia.

Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang
disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh para anggota
BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim dan elit Nasionalis
Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar Negara,
namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara
Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta
(22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Risalah Sidang
BPUPKI, 1995; Anshari, 1981; Darmodihardjo, 1991). Kesepakatan peniadaan tujuh kata
itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh.
Hatta; Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit
Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama
tertentu (Eleson dalam Surono dan Endah (ed.), 2010:37)

Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia
kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai ‘Panitia Sembilan’. Dari rumusan
usulan-usulan itu, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Mukadimah
(Pembukaan) Hukum.

Dasar yang dinamakan ‘Piagam Jakarta’ atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin
pada 22 Juni 1945 Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea

keempat, bagian terakhir pada rancangan Mukadimah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Persatuan Indonesia.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Sidang BPUPKI kedua, yaitu 10 Juli sampai 17 Juli 1945 merupakan masa
penentuan dasar negara Indonesia merdeka. Selain menerima Piagam Jakarta sebagai
hasil rumusan Panitia Sembilan, dalam masa sidang BPUPKI kedua juga dibentuk panitia-
panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok Panitia Perancang
Hukum Dasar. Sidang lengkap BPUPKI pada 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan
Panitia Sembilan berupa Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar
(RMHD) dan menerima seluruh Rancangan Hukum Dasar (RHD) pada hari berikutnya,
yaitu 16 Agustus 1945 yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam
Jakarta sebagai Mukadimabh.

Setelah sidang BPUPKI berakhir pada 17 Juli 1945, maka pada 9 Agustus 1945
badan tersebut dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan dibentuklah Panitia Persiapan
Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Inkai yang kemudian
dikenal sebagai ‘Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan mengangkat
Soekarno sebagai ketua dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua. Panitia ini memiliki peranan
yang sangat penting bagi pengesahan dasar negara dan berdirinya negara Indonesia
yang merdeka. Panitia yang semula dikenal sebagai ‘Buatan Jepang’ untuk menerima
“‘hadiah” kemerdekaan dari Jepang tersebut, setelah takluknya Jepang di bawah tentara
Sekutu pada 14 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, berubah
sifat menjadi ‘Badan Nasional' Indonesia yang merupakan jelmaan seluruh bangsa
Indonesia.

Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Ir Soekarno mengatakan,

“Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu

diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang

mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang
diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda:

“Philosofische grond-slag” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische grond-slag

itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam- dalamnya, jiwa, hasrat, yang

sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan

abadi”’(Bahar, 1995:63).

Begitu hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis dan
koheren, namun dengan rendah hati Ir. Soekarno membantah apabila disebut sebagai
pencipta Pancasila. Beliau mengatakan:

“‘Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan,

padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila.

Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang



kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya  persembahkan kembali kepada

bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih

tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan
kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon
kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala”

(Soekarno dalam Latif, 2011:21).

Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, Pancasila pun merupakan
khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia
yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut:

1. Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah
Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan
Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana
(Kaelan, 2000:29).

2. Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai
Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilai
Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang
tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat
kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya
terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang
terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan
dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan
pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang
menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya (Suwarno, 1993:20-21).

3. Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan
Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-
faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah:
kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan
terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam
lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial
dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman
sejarah (Suwarno, 1993: 23-24). Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila
dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku
Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di
samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga

mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama),yaitu



Tidak boleh melakukankekerasan.

Tidak bolehmencuri.

a

b

c.  Tidak boleh berjiwadengki.

d Tidak boleh berbohong.

e Tidak boleh mabuk minuman keras (Darmodihardjo, 1978:6).

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena
pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai
negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan negara-negara yang
berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada
zaman tersebut bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan yang gemah ripah loh
jinawi, tata tentrem, kerta raharja (Darmodihardjo dkk, 1991: 21). Selain zaman kerajaan,
masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya
Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda.

Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan
kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah
Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi,

“‘Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air

Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa

Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,

bahasalndonesia.

Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila tidak
lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan
negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak
digunakan Indonesia merdeka(Ali, 2009: 17). Inilah perjalanan The Founding Fathers yang
begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat

melahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia.

B. Pancasila Era Kemerdekaan

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika
Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian
BPUPKI berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai
kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang
menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia

untuk memproklamasikan kemerdekaannya.



Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi
perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan
teksproklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari. Teks
proklamasi sendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo
di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda tepatnya di jalan Imam Bonjol No 1.
Konsepnya sendiri ditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golongan muda) mengusulkan
agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh
Sayuti Melik.

Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat
yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis
pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar
pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam
Perjanjian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu ialah
sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
(Yamin, 1954: 16). Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal
18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945, setelah terlebih dahulu dihapus 7
(tujuh) kata dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan
interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang
dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan
Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang
Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau
weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah
kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang
BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di
antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojosukarto dan Sutan takdir Alisyahbana
dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk)

mengenai dasar negara.

C. Pancasila Era Orde Lama
Terdapat dua pandangan besar terhadap Dasar Negara yang berpengaruh
terhadap munculnya Dekrit Presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenubhi

“anjuran” Presiden/ Pemerintah untuk “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945” dengan



Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara.
Sedangkan pihak lainnya menyetujui ‘kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”, tanpa
cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara.
Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusan sidang konstituante
(Anshari, 1981: 99).

Hal ini tampak ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah tidak lagi merupakan
kompromi atau titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana yang dimaksud
Sukarno. Ini karena Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk
mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan secara terang-
terangan Sukarno tahun 1953 mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-
implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika orang-orang Islam Indonesia masih
memaksakan tuntutan mereka untuk sebuah negara Islam, atau untuk pasal-pasal
konstitusional atau legal, yang akan merupakan pengakuan formal atas Islam oleh
Negara.

Kekhawatiran Sukarno memang beralasan, apalagi ketika rentang tahun 1948 dan
tahun 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah pusat. Serangan
pemberontakan bersenjata yang berideologi Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan
Aceh meski akhirnya dapat ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia, tetap saja menjadi
bukti kongkret dari ‘ancaman Islam’. Bahkan atas desakan AH. Nasution, kepala staf AD,
tahun 1959, Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945
dan menjadikannya sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia.

Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit
Presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di
Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada
tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka (Anshari, 1981: 99-100). Dekrit
Presiden tersebut berisi:

1. Pembubaran konstituante;
2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi
upaya selanjutnya; Pancasila dijadikan “ideologi negara” yang tampil hegemonik. Ikhtiar
tersebut tercapai ketika Ir. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan
paham dalam doktrin “Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok

dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi



Kita” yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan
dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No.
1/MPRS1960 tentang GBHN (Ali, 2009: 30). Manifesto politik Republik Indonesia tersebut
merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh D.N. Aidit yang disetujui
oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara (Ismaun, 1978: 105).

Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik “gerilya” di
dalam kekuasaan Ir.Soekarno.Mereka menggunakan jargon-jargon Ir. Soekarno dengan
agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik.
Tidak hanya PKI, mereka yang anti komunisme pun sama (Ali, 2009: 33). Walaupun
kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan
Pancasila sebagai justifikasi. Ir. Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam
golongan dan ideologi termasuk komunis, di bawah satu paying besar, bernama Pancasila
(doktrin Manipol/lUSDEK), sementara golongan antikomunis mengkonsolidasi diri sebagai
kekuatan berpaham Pancasila yang lebih “murni” dengan menyingkirkan paham
komunisme yang tidak ber-Tuhan (ateisme) (Ali, 2009: 34).

Era ini disebut sebagai Demokrasi terpimpin, sebuah periode paling labil dalam
struktur politik yang justru diciptakan oleh Sukarno. Pada era ini juga Sukarno
membubarkan partai Islam terbesar, Masyumi, karena dituduh terlibat dalam
pemberontakan regional berideologi Islam. Dalam periode Demokrasi Terpimpin ini,
Sukarno juga mencoba membatasi kekuasaan semua partai politik, bahkan pertengahan
1950-an, Sukarno mengusulkan agar rakyat menolak partai-partai politik karena mereka
menentang konsep musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila. Dalam
rangka menyeimbangkan secara ideologis kekuatan-kekuatan Islam, nasionalisme dan
komunisme, Sukarno bukan saja menganjurkan Pancasila melainkan juga sebuah konsep
yang dikenal sebagai NASAKOM, yang berarti persatuan antara nasionalisme, agama dan
komunisme. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara
PKI, militer dan Sukarno serta agama (Islam) menimbulkan struktur politik yang sangat
labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan 30 S/PKI yang
berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Dengan adanya pertentangan yang
sangat kuat ditambah carut marutnya perpolitikan saat itu, maka Ir. Soekarno pun
dilengserkan sebagai Presiden Indonesia, melalui sidang MPRS.

D. Pancasila Era Orde Baru
Peristiwa percobaan kudeta 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis

Indonesia telah membawa perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa



penumpasan terhadap G 30 S/PKI dibawah komando Letjen Soeharto memberikan
legitimasi politik atas ‘kesaktian’ Pancasila tanggal 1 Oktober 1965, sebagai momentum
betapa PKI tidak berhasil dan tidak pernah didukung oleh TNI dan rakyat untuk
menggantikan ideologi negara (Pancasila) dengan ideologi komunis. Tampilnya
Pangkostrad Lentjen Soeharto dalam penumpasan pemberontakan G 30 S/PKI tersebut
adalah sejarah baru bagi terjadinya peralihan kekuasaan dari Sukarno (Orde Lama) ke
Suharto (Orde Baru).

Pada awal kekuasaannya, Soeharto berusaha meyakinkan bahwa rezim baru ini
adalah pewaris sah dan konstitusional dari presiden pertama. Dari khasanah ideologis
Sukarno, pemerintah baru ini mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara
dan karena itu merupakan resep yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya.
Penamaan Orde Baru dimaklumkan sebagai keinginan untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat atas munculnya keadaan baru yang lebih baik daripada keadaan
lama. Reorientasi ekonomi, politik dan hubungan internasional ditambah stabilitas nasional
adalah langkah awal yang ditegakkan oleh Orde Baru.

Setelah lengsernya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto
yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan
tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki.

Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan,
‘Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita
mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, “Pancasila
sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar
falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila
harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5).

Jadi, Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual.
Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968
Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan
membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau
mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan (Pranoto
dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 42).

Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden
Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai
dasar negara, yaitu:

Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa

Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab



Tiga : Persatuan Indonesia

Empat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan

Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968.

Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor
[I/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya
Pancakarsa) yang salah satu pasalnya tepatnya Pasal 4 menjelaskan;

‘Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan

pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi

setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga
kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan
dilaksanakan secara bulat dan utuh”.

Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) berdasarkan ketetapan tersebut

meliputi 36 butir, yaitu:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.

b. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-
penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.

c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.

d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban
antara sesama manusia.
Saling mencintai sesama manusia.
Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro.
Tidak semena-mena terhadap orang lain.

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

-~ o oo T

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.



Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia,
karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan

bangsa lain.

Sila Persatuan Indonesia.

a.
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Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Cinta tanah air dan bangsa.

Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-
Bhinneka Tunggal Ika.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan.

a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.

d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan
hasil keputusan musyawarabh.

f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang
luhur.

g. Keputusan yang diambil harus dipertanggung jawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta

nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

a.

Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Bersikap adil.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menghormati hak-hak orang lain.



e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
g. Tidak bersifat boros.

h.  Tidak bergaya hidup mewah.

Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

J- Suka bekerja keras.

k.  Menghargai hasil karya orang lain.

l. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir tersebut, kemudian pada tahun 1994
disarikan/dijabarkan kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat
digambarkan yaitu: Sila Kesatu, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Kedua, menjadi 10 (sepuluh)
butir;  SilaKetiga, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Keempat, menjadi 10 (sepuluh) butir; dan
Sila Kelima, menjadi 11 (sebelas) butir.

Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara
Indonesia diatur dalam KetetapanMPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan ini menegaskan,

‘Amanat penderitaan rakyathanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila

secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan

dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-
ketentuan UUD 1945, untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara
hukum yang konstitusionil sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUS

1945” (Ali, 2009: 37).

Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak reinforcing oleh pemerintah dengan
menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan Pemerintah
tidak dapat dibendung sehingga Presiden Soeharto bicara keras pada Rapim ABRI di
Pekanbaru 27 Maret 1980. Intinya Orba tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945,
malahan diperkuat sebagai comparatist ideology. Jelas sekali bagaimana pemerintah
Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dan TAP itu meski dengan gaya militer.
Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila (Pranoto dalam Dodo dan
Endah (ed.), 2010: 43). Selanjutnya pada bulan Agustus 1982 Pemerintahan Orde Baru
menjalankan “Azas Tunggal” yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas Tunggal,
bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa
(Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 43-44).

Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk
Indonesia pada akhir 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila

yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer



mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif,
korup dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian
kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998
(Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed), 2010: 45).

E. Pancasila Era Reformasi

Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral etik bagi negara dan
aparat pelaksana Negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi
politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka
timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan
dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di
segala bidang politik, ekonomi dan hukum (Kaelan, 2000:245).

Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar Negara itu untuk
sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru.
Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta
kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai
itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi (Ali, 2009:50).

Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada Era Reformasi ini, pada
awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun
semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan
kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif
dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa
Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang
diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi
ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal
asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik
kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan
kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido
dominansi atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas
memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut
kehidupan bernegara seperti dewasa ini (Hidayat, 2012).

Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik

Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor



XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (MD, 2011). Ketetapan
ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandeman
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber
hukum vyang ditetapkandalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat(3)
yang menyebutkan;

“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan

batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945”.

Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar
tahun 2004 Azyumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor
integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak signifikan
karena proses amandeman UUD 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan
menghidupkan kembali Piagam Jakarta (Ali, 2009: 51). Selain keadaan di atas, juga terjadi
terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak lama kemudian muncul gejala Perda
Syariah di sejumlah daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan
publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan
demokratisasi. Seruan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan. Diskursus tentang
Pancasila kembali menghangat dan meluas usai Simposium Peringatan Hari Lahir
Pancasila yang diselenggarakan FISIP-Ul pada tanggal 31 Mei 2006 (Ali, 2009: 52).
Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan
diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. ~ Tahun 2009
Dirjen Dikti,  juga membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan
Tinggi. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan
sejenis, yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium
Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan
Kongres Pancasila di Universitas Udayana. Lebih dari itu MPR-RI melakukan kegiatan

sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan “Empat Pilar Kebangsaan”,



yang terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Akan tetapi, istilah “Empat Pilar Kebangsaan” ini menurut Kaelan (2012: 249-252)
mengandung; 1) linguistic mistake (kesalahan linguistik) atau dapat pula dikatakan
kesalahan terminologi; 2) ungkapan tersebut tidak mengacu pada realitas empiris
sebagaimana terkandung dalam ungkapan bahasa, melainkan mengacu pada suatu
pengertian atau ide, ‘berbangsa dan bernegara’ itu dianalogikan bangunan besar (gedung
yang besar); 3) kesalahan kategori (category mistake), karena secara epistemologis
kategori pengetahuan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka bukanlah merupakan kategori yang sama.
Ketidaksamaan itu berkaitan dengan realitas atau hakikat pengetahuannya, wujud
pengetahuan, kebenaranpengetahuannyasertakoherensi pengetahuannya.

Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara tegas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa:

Penempatan Pancasila sebagai sumberdari segala sumber  hukum  negara

adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 alinea keempat vyaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar

filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan

tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hal tersebut berkorelasi bahwa Undang-Undang ini penekanannya pada kedudukan
Pancasila sebagai dasar negara. Sudah barang tentu hal tersebut tidak cukup. Pancasila
dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh
seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh kembali, sehingga cukup banyak
lembaga pemerintah di pusat yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai
Pancasila. Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan
Pancasila di kalangan mahasiswa adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib

memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.



Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh komponen bangsa harus secara
imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai Dasar
Negara maupun sebagai Pandangan Hidup Bangsa, dengan berpedoman kepada nilai-
nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-

ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945.

2. PENGERTIAN, ASAL MULA, FUNGSI DAN KEDUDUKAN, HUBUNGAN
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

a. Pengertian Pancasila

1. Secara Etimologis

Pancasila berasal dari Bahasa India yakni Bahasa Sansekerta, bahasa kasta
brahmana. Sedang bahasa rakyat jelata adalah prakerta. Menurut Prof. H. Moh.
Yamin Pancasila ada dua macam arti yaitu :
Panca: artinya lima
Syila : dengan satu i, artinya batu sendi, alas atau dasar

Syilla : dengan dua i, artinya peraturan yang penting, baik, atau senonoh

Dari kata syiila ini dalam Bahasa Indonesia menjadi susila artinya hal yang
baik. Dengan demikian maka perkataan Pancasyila berarti batu sendi yang lima,
berdasarkan yang lima, atau lima dasar. Sedang Pancasyiila berarti lima aturan hal

yang penting, baik atau senonoh.

2. Secara Historis

Secara historis istilah Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat
India yang memeluk Agama Budha.

Pancasila berarti lima aturan (Five moral principles) yang harus ditaati dan
dilaksanakan oleh para penganut biasa/awam Agama Budha, yang dalam bahasa
aslinya yaitu Bahasa Pali. Pancasila yang berisikan lima pantangan yang bunyinya
menurut ensiklopedia atau kamus Budhisme :

a. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami Jangan mencabut

nyawa setiap yang hidup. Maksudnya dilarang membunuh.

b. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami artinya Janganlah

mengambil barang yang tidak diberikan. Maksudnya dilarang mencuri.



c. Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami artinya
Janganlah berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan.
Maksudnya dilarang berzina.

d. Musawada veramani sikkhapadam samadiyami artinya Janganlah
berkata palsu. Maksudnya dilarang berdusta.

e. Sura meraya-majja pamadattha veramani sikkhapadam samadiyami
artinya Janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran.
Maksudnya dilarang minum minuman keras.

Selanjutnya istilah Pancasila masuk dalam kasanah kesusastraan Jawa
kuno pada zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Istilah
pancasila terdapat dalam buku keropak Negara Kertagama yang berupa syair
pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Mpu Prapanca selesai pada tahun
1365, yakni pada sarga 53 bait 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Yatnanggegwani pancasyila kertasangska rabhi sakakakrama” artinya : Raja
menjalankan dengan setia kelima pantangan (pancasila) itu begitu pula upacara-
upacara adat dan penobatan-penobatan.

Selain terdapat dalam buku Negara Kertagama yang masih dalam jaman
Majapahit istilah pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu
Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah pancasila disamping mempunyai arti
berbatu sendi yang lima (dalam bahasa sansekerta) juga mempunyai arti
pelaksanaan kesusilaan yang lima, pancasila krama, yaitu :

a. Tidak boleh melakukan kekerasan.

b Tidak boleh mencuri.

o Tidak boleh berjiwa dengki.

d. Tidak boleh berbohong.

e Tidak boleh mabuk minum minuman keras.

Demikianlah perkembangan istilah Pancasila dari bahasa sansekerta

menjadi Bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama dengan yang terdapat di
jaman Majapabhit.
Pada jaman Majapahit hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi
Agama Hindu Syiwa dengan Agama Budha Mahayana dan campuranya,
Tantrayana. Sedang Mpu Prapanca sendiri kemudian menjabat dharmadyaksa ring
kasogatan yaitu penghulu (kepala urusan) Agama Budha.

Sesudah Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia maka

sisa-sisa dari pengaruh ajaran moral Budha yaitu pancasila masih terdapat juga



dan dikenal masyarakat Jawa sibagai lima larangan (pantangan, wewaler, pamali)
dan isinya agak lain yaitu yang disebut " Ma Lima" yaitu lima larangan yang dimulai
dari kata "ma". Larangan tersebut adalah :

a. Mateni : artinya membunuh

b Maleng : artinya mencuri

o Madon > artinya berzina

d. Madat . artinya menghisap candu
e Maen : artinya berjudi

Lima larangan moral atau "Ma Lima" ini dalam masyarakat Jawa masih
dikenal dan masih juga menjadi pedoman moral, tetapi namanya bukan Pancasila,

tetapi tetap "Ma Lima".

3. Secara Terminologis

Secara terminologis, yaitu dimulai sejang sidang BPUPKI tanggal 1 Juni
1945, Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima
prinsip dasar Negara Indonesia yang diusulkanya. Sedang istilah tersebut diberikan
dari temannya yang pada waktu itu duduk di samping Bung Karno.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, keesokan harinya 18 Agustus
1945 disahkanlah UUD '45 yang sebelumnya masih merupakan rencana di mana
dalam pembukaanya memuat rumusan lima Dasar Negara Republik Indonesia
yang diberi nama Pancasila. Artinya lima dasar yang dimaksud ialah dasar falsafah
Negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea IV
bagian akhir pembukaan UUD '45.
Selanjutnya istilah Pancasila dalam Bahasa Indonesia dan secara yuridis yang
dimaksudkan adalah 5 sila Pancasila yang kita anut saat ini.

4, Penggunaan Terakhir Istilah Pancasila

Pancasila yang semula berasal dari bahasa sansekerta yang berarti lima
aturan hal yang penting, dan selanjutnya "Ma Lima" dalam bahasa Jawa kuno
berarti lima pantangan yang kesemuanya itu dipergunakan dalam Agama Budha,
yang akhirnya Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang dipakai sebagai istilah
untuk nama dasar filsafat negara Republik Indonesia samapai sekarang.

Di samping perkembangan arti istilahnya, penulisanya pun mengalami

proses perkembangan. Menurut ejaan aslinya ditulis huruf latin pertama-tama,



ditulis dengan " Panca-Syila". Kemudian disesuaikan dengan ejaan Bahasa
Indonesia lama menjadi Pantja-Sila.

Karena istilah Pancasila dipakai nama dasar filsafat negara yang isinya
merupakan satu kesatuan, maka menurut Prof. Notonagoro penulisanya tidak dapat
dipisahkan, tetapi harus dirangkai jadi satu yaitu "Pantjasila”. Dan selanjutnya

menurut ejaan yang disempurnakan penulisanya menjadi "Pancasila”.

Asal Mula Pancasila

1. Teori Asal Mula Pancasila

Asal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan:
a. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa
Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam
agama-agamanya.
b. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan
bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki
peran yang sangat menentukan.
C. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan
Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai
dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai
pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila
sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-
sidangnya.
d. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan
pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk
sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula

sambungan.

2. Unsur-unsur Pancasila

Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun
secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada
tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia
telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam

kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita



cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama

dan kebudayaan pada umumnya misalnya
a. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada
Tuhan, bukti-buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai
agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara
keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-
rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-
nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah
lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan
padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeh, aja adigang adigung
adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya,
tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting
Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan
Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya,
hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan
kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan
beradab.
C. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan
kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi
Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan,
Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara
Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe
bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk
sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara
Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru,
pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan.
d. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-
buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk
musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai
Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang
Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan
musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis

Indonesia;



e. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa

Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial

dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air,

tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah
kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka

Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumabh,

selamatan, dan sebagainya.

Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang
baik-baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai
yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-
unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang
ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan

tindakan konkret dengan nilai budaya.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila
1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan
mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia
dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila.
Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah
hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh
unsur-unsurnya Yyakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam
kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan
negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila
sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya
adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini
menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-
nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh
karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara
Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi
bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur
kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum

yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana



kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila.
Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut
terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-
pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan
perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang,
peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan
hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari
kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman
untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur
hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang
secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan
hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun
manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad
untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup
yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa
Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut
bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut
berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu,
Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat
disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang
kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada
bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga
sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama
bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila
merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila

sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.



d. Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

Hubungan Secara Formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: bahwa
rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD’45; bahwa Pembukaan UUD’45 berkedudukan dan berfungsi selain
sebagai Mukadimah UUD’45 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena
Pembukaan UUD’45 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD’45,
bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD’45 dengan
demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada
kelangsungan hidup Negara RI.

Hubungan Secara Material antara Pancasila dan PembukaanUUD 1945: Proses
Perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian
membahas Pembukaan UUD’45; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai

wujud bentuk pertama Pembukaan UUD’45.

3. FILOSOFI GARUDA PANCASILA DAN MAKNA SILA-SILA DALAM PANCASILA

Dalam mempelajari Pancasila, yang mendasar untuk di pahami sebagai pengantar
dalam memahami dan mendalami Pancasila sebagai dasar Negara, Idiologi, pandangan
hidup serta sebagai sumber sari segala sumber dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bagaimana filosofi
Burung Garuda sebagai lambang Negara, Arti dan Makna serta nilai-nilai yang terkandung
setiap sila-sila dalam Pancasila adalah;

A. Filosofi Garuda Pancasila
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Perancang lambang negara Indonesia adalah Sultan Hamid Il. Sultan Hamid II
menggambarkan lambang negara berupa seekor Burung Garuda berwarna emas dengan
berkalungkan perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila dan
mencengkeram seutas pita putih yang bertuliskan "BHINNEKA TUNGGAL IKA".

Lambang negara tersebut dirancang sejak Desember 1949, yaitu beberapa hari
setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Untuk

menseleksi lambang negara yang akan digunakan, maka dibentuklah Panitia Lencana



Negara pada 10 Januari 1950. Pada saat itu, banyak usulan lambang negara yang
diajukan kepada panitia. Dengan melalui beberapa proses, rancangan karya Sultan Hamid
Il diterima dan dikukuhkan sebagai lambang negara.

Sultan Hamid Il dilahirkan pada tahun 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid
Alkadrie dan meninggal pada 1978. Sultan Hamid Il dilahirkan dari kesultanan Pontianak
dan pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Kalimantan Barat serta menjadi
Menteri Negara Zonder Portofolio di era Republik Indonesia Serikat.

Atas usul dari Soekarno dan berbagai organisasi lainnya, rancangan Sultan Hamid
Il tersebut disempurnakan sedikit demi sedikit. Pada Maret 1950, penyempurnaan sampai
pada tahap finalisasi. Rancangan final tersebut mulai diperkenalkan kepada masyarakat
sejak 17 Agustus 1950, dan sejak itu pula lambang tersebut digunakan. Pengesahan
resmi lambang Negara Garuda Pansaila pada 17 Oktober 1951, melalui Peraturan
Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1951 yang dikeluarkan Presiden Soekarno dan Perdana
Menteri Sukiman Wirjosandjojo. Sedang tata cara penggunaannya diatur melalui PP No.
43 Tahun 1958.

Sejak tahun 1951, belum ada nama sah dari lambang negara tersebut, sehingga
memunculkan banyak sebutan, diantaranya Garuda Pancasila, Burung Garuda, Lambang
Garuda, Lambang Negara atau hanya sekedar Garuda. Oleh sebab itu, pada 18 Agustus
2000, melalui amandemen kedua UUD 1945, MPR menetapkan nama resmi lambang
negara.

Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36
A UUD 1945 yang disebutkan sebagai Garuda Pancasila. Nama tersebut sesuai dengan
desain yang digambarkan pada lambang negara tersebut, yaitu Garuda diambil dari nama
burung dan Pancasila diambil dari dasar negara Indonesia.

Garuda Pancasila terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Burung Garuda, Perisali
dan Pita Putih.

Menurut Mitologi Hindu, Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari
India. Burung tersebut berkembang sejak abad ke-6 di Indonesia. Burung Garuda itu
sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada Burung Garuda itu
melambangkan kemegahan atau kejayaan.

Kepala Burung Garuda yang menoleh ke kanan mungkin karena pemikiran orang
zaman dahlu yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan bermaksud agar
Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Dan anggapan bahwa arah ke kanan adalah

arah yang baik lah yang membuat kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Biasanya



banyak anggapan yang mengatakan bahwa jalan yang benar itu dilambangkan dengan
arah kanan, makanya kepala garuda Indonesia selalu mengarah ke kanan.

Sayap yang membentang adalah siap terbang ke angkasa. Jadi Burung Garuda
dengan sayap yang mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan
semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan Negara.

Jumlah bulu pada sayap Garuda sebanyak 17, bulu diekor berjumlah 8, bulu di
pangkal ekor berjumlah 19 dan bulu di leher berjumlah 45. Bulu-bulu tersebut jika
digabungkan menjadi 17-8-1945, yaitu menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan.

Di perisai yang terdapat pada Burung Garuda, mengandung lima buah simbol yang
masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Perisai yang

dikalungkan tersebut melambangkan pertahanan Indonesia.

*

Bintang.

Pada bagian tengah dari perisai tersebut terdapat simbol bintang yang memiliki lima
sudut. Bintang tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa. Lambang bintang tersebut dianggap sebagai sebuah cahaya, seperti cahaya
kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia.Dibagian bintang
terdapat latar berwarna hitam,latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang
memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan
telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada.

J

Rantai.

Pada bagian kanan bawah, terdapat rantai yang melambangkan sila kedua
Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata
rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk
lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran

melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa
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setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu

sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.

P

Pohon Beringin.

Pada bagian kanan atas, terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan
sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa pohon beringin yang digunakan? Karena
pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai
tempat berteduh dibawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai Negara Indonesia,
dimana semua rakyat Indonesia dapat “berteduh” di bawah naungan Negara Indonesia.
Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah.

Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama

Indonesia.

Kepala Banteng

Pada bagian kiri atas, terdapat kepala banteng. Kepala banteng tersebut
melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Disini, kepala banteng memiliki
filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, dimana

orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan.

Y

Padi dan Kapas.

Di bagian kiri bawah, terdapat lambang padi dan kapas. Lambang tersebut
melambangkan sila ke lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Lambang tersebut dianggap dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas
merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat
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utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima
ini.

Di lambang perisai sendiri, terdapat garis hitam tebal yang melintang di tengah-
tengah perisai. Garis hitam tebal tersebut melambangkan garis khatulistiwa yang
melintang melewati wilayah Indonesia. Sedangkan warna merah dan putih yang menjadi
latar pada perisai tersebut merupakan warna bendera negara Indonesia. Merah, memiliki
makna keberanian dan putih melambangkan kesucian.

Pada bagian bawah Garuda Pancasila, terlihat pita putih yang dicengkram, pita
tersebut bertuliskan “BHINNEKA TUNGGAL IKA”. Tulisan tersebut ditulis dengan
menggunakan huruf latin dan merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal
Ilka, dalam bahasa Jawa Kuno memiliki arti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua.”

Kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri dikutip dari buku Sutasoma yang dikarang oleh
seorang pujangga di abad ke-14 dari Kerajaan Majapahit, Mpu Tantular. Kata tersebut
memiliki arti sebagai persatuan dan kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia yang terdiri
atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama.

Makna Lambang Negara Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa
Indonesia yang terdiri dari pelbagai macam suku, ras, budaya, adat, bahasa dan agama.
Apabila seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami filosofi lambang negara tersebut
dengan baik, maka keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Dengan Dasar Negara

yang kuat, Indonesia akan menjadi negara besar, maju, dan rakyatnya sejahtera.

b. Makna Lima Sila dalam Pancasila

PANCASILA

i. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
. Persatuan Iindonesia

4. Kerakyatan yvang dipimpin oleh
Hibmat Kebijabksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia

L1

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa

Indonesia,pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat
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sistematis,fundamental dan menyeluruh. Maka sila- sila merupakan suatu kesatuan yang
bulat dan utuh,hierarkis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila — sila pancasila
merupakan suatu sistem filsafat. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap
sila, bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung arti
dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus
berdasarkan nilai — nilai Ketuhanan,Kemanusiaan,Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Makna lima sila dalam Pancasila terdiri atas lima asas moral yang relevan menjadi
dasar negara RI. Dalam kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral, dapat
dinyatakan bahwa:

1. Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat
pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sansekerta
ataupun bahasa Pali.

Kata ketuhanan yang berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan ke- dan —
an bermakna sifat-sifat Tuhan. Dengan kata lain ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan
atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Tuhan.

Kata “Maha” berasal dari bahasa Sansekerta atau Pali yang bisa berarti
mulia atau besar(bukan dalam pengertian bentuk). Kata Maha bukan berarti sangat.
Kata “esa” juga berasal dari bahasa Sansekerta atau Pali. Kata “esa” bukan berarti
satu atau tunggal dalam jumlah. Kata “esa” berasal dari kata “etad” yang lebih
mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata “ini”.

Jadi arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan Yang
Hanya Satu, bukan mengacu pada suatu individual yang kita sebut Tuhan Yang
jumlahnya satu. Tetapi sesungguhnya Ketuhanan Yang Maha Esa berarti Sifat-
sifat Luhur atau Mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan pada
sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifat luhur atau mulia, bukan Tuhannya.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; menuntut setiap warga negara
mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam
hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya
adalah Pancasila menuntut umat beragama dan keper-cayaan untuk hidup rukun

walaupun berbeda keyakinan.

Arti dan Makna Sila Ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah;
a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketak-waannya

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
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b. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
C. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbina kerukunan hidup.
d. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang
Maha Esa.
e. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa kepada orang lain.
f. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu
Tuhan yang Maha Esa
g. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman
warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.
h. Frasa Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti warga Indonesia
harus memiliki agama monoteis namun frasa ini menekankan ke-esaan
dalam beragama.
i. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, vyaitu
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sebagai konsekuensinya,
maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk
memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya,
seperti pengertiannya terkandung dalam:
1) Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang antara lain
berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa....” dari bunyi
kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara
agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu,
melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila
atau negara Pancasila.
2) Pasal 29 UUD 1945 disebutkan bahwa;
a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.



3) Pernyataan pengakuan bangsa Indonesia pada adanya dan
kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan ini tidak saja dapat
terbaca dalam Pembukaan UUD 1945 dimana perumusan Pancasila
itu terdapat tetapi dijabarkan lagi dalam tubuh UUD 1945 itu sendiri
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pasal 29 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut Negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Adanya pernyataan
pengakuan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa secara yuridis
constitutional ini, mewajibkan pemerintah/aparat Negara untuk
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang
teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan demikian dasar ini
merupakan kunci dari keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju
pada apa yang benarm baik dan adil. Dasar ini merupakan pengikat
moril bagi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas Negara,
seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4) Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadat
menurut agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2 UUD
1945).Jaminan kemerdekaan beragama yang secara yuridis
constitutional ini membawa konsekuensi pemerintah sebagai berikut:
a) Pemerintah wajib memberi dorongan dan kesempatan
terhadap kehidupan keagamaan yang sehat.
b) Pemerintah memberi perlindungan dan jaminan bagi
usaha-usaha penyebaran agama, baik penyebaran agama
dalam arti kualitatif maupun kuantitatif.
C) Pemerintah melarang adanya paksaan memeluk/
meninggalkan suatu agama.
d) Pemerintah melarang kebebasan untuk tidak memilih
agama.
J- Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan beragama
bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sila-sila yang lain. Oleh
karena itu kehidupan beragama harus dapat membawa persatuan dan
kesatuan bangsa, harus dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil
dan beradap, harus dapat menyehatkan pertumbuhan demokrasi, sehingga

membawa seluruh rakyat Indonesia menuju terwujudnya keadilan dan



kemakmuran lahir dan batin. Dalam hal ini berarti bahwa sila pertama
memberi pancaran keagamaan, memberi bimbingan pada pelaksanaan sila-
sila yang lain.

K. Sebagai sarana untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa,
maka asas kebebasan memelu agama ini harus diikuti dengan asas toleransi
antar pemeluk agama, saling menghargai dan menghormati antara pemeluk
agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain dalam menjalankan
ibadah menurut agama mereka masing-masing.

l. Kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan sama sekali dari
kehidupan duniawi’kemasyarakatan. Agama sebagai alat untuk mengatur
kehidupan di dunia, sehingga dapat mencapai kehidupan akhirat yang baik.
Semakin kuat keyakinan dalam agama, semakin besar kesadaran
tanggungjawabnya kepada Tuhan bangsa dan Negara, semakin besar pula
kemungkinan terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi

bangsa itu sendiri.

Penerapan Sila ke-1 Pancasila adalah:
1) Kita percaya dan tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2) Kita melaksanakan kepercayaan dan ketagwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradap.
3) Kita harus membina adanya saling menghormati antar pemeluk
agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4) Kita harus membina adanya saling kerjasama dan toleransi
antara sesame pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
5) Kita mengakui bahwa hubungan manusia dengan Tuhan Yang
Maha Esa sebagai hak pribadi yang paling hakiki.
6) Kita mengakui tiap warga Negara bebas menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
7) Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada

orang lain.



2. Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”

Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran
sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani
manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya
baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap
lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa
hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat
adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam
hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat
bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang beradab mengandung makna bahwa beradab
erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata krama, sopan santu,
adat istiadat, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, dsb. Semua aturan diatas
bertujuan untuk menjaga agar manusia tetap beradab, tetap menghargai harkat dan
derajat dirinya sebagai manusia. Adab diperlukan agar manusia bisa meletakkan
diri pada tempat yang sesuai.

Hakikat manusia memiliki unsur-unsur yang diantaranya adalah susunan
kodrat manusia (yang terdiri atas raga dan jiwa), sifat kodrat manusia (yang terdiri
atas makhluk sosial dan individu), kedudukan kodrat manusia (yang terdiri atas
makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan).

Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; mengajak masyarakat
untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang
memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada
sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil

dan beradap terhadapnya.

Arti dan Makna Sila Ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah;
a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi
setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.



d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

h Berani membela kebenaran dan keadilan.

I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia.

J- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama

dengan bangsa lain.
K. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk
Tuhan,artinya, kemanusiaan itu universal.
l. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
Menghargai hak setiap warga dan menolak rasialisme.
m. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.

Penerapan Sila Ke-2 Pancasila :
a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan
kewajiban antara sesama manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap
manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia
yang lain, atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta
menghormati kepunyaan atau milik (harta, sifat dan karakter) orang lain.
b. Saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanya
suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa
untuk memiliki dan kalau perlu pengorbanan untuk mempertahankannya.
Dengan perasaan cinta pula manusia dapat mempergiat hubungan social
seperti kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Dengan rasa cinta kasih
itu pula orang akan berbuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku
setia dan jujur, saling menghargai harkat dan derajat satu sama lain.
C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap ini menghendaki
adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk
menghargai dan menghormati perasaan orang lain.
d. Harusnya dalam bertingkah laku baik lisan maupun perbuatan kepada
orang lain, hendaknya diukur dengan diri kita sendiri, bilamana kita tidak
senang disakiti hatinya, maka janganlah kita menyakiti orang lain. Sikap

tenggang rasa juga dapat kita wujudkan dalam toleransi dalam beragama.



e. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti

sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang. Oleh sebab itu butir

ini menghendaki, perilaku setiap manusia terhadap orang tidak boleh
sewenang-wenang, harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban.
3. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”

Sila ke-3 ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan
bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa,
dan budaya. Sehingga dapat disatukan melalui sila ini berbeda-beda tetapi tetap
satu atau disebut dengan Bhineka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia
mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara ketimbang kepentingan
golongan pribadi atau kelompok seperti partai. Hal yang dimaksudkan adalah
sangat mencintai tanah air Indonesia dan bangga mengharumkan nama Indonesia.
Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat
Indonesia.

Sila yang mempunyai lambang pohon beringin ini bermaksud memelihara
ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam nilai Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah
sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk
individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama
diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras,
kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan adalah
merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen
yang membentuk Negara. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi
satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu
seloka Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi
konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling
menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan
tujuan bersama.

Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu,
maupun golongan agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas
tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan
kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk
merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat

integral. Oleh karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap



warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum
(kesejahteraan seluruh warganya) mencerdaskan kehidupan warganya, serta
kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk
mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

Nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang
Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal itu terkandung nilai
bahwa bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religious vyaitu
nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa. Nasionalisme yang
humanitik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk
Tuhan. Oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala
aspek penyelenggaraan Negara.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia; menumbuhkan sikap masyarakat untuk
mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memper-juangkan
kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap

sésama warga negara.

Arti dan Makna Sila ke-3 “Persatuan Indonesia”, adalah
a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa

apabila diperlukan.

C. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.
d. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

e. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal
Ika.

f. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

g. Nasionalisme.

h. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan

perbedaan warna kulit.

I. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.



J- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air

Indonesia.

Penerapan Sila ke-3 Pancasila di berbagai bidang :

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian.
Penanaman kepribadian yang baik harus dilakukan sejak dini. Terutama
penanaman rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan sebagai
bangsa Indonesia. Kepribadian yang baik para penerus bangsa akan
menentukan nasib dan kemajuan Indonesia di masa mendatang. Nilai-nilai
pancasila harus ditanamkan kuat pada generasi-generasi penerus bangsa.
Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang beriman,
bertagwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab.
b. lImu pengetahuan dan teknologi

Iptek harus memenuhi etika ilmiah, yang paling berbahaya adalah
yang menyangkut hidup mati, orang banyak, masa depan, hak-hak manusia
dan lingkungan hidup. Di samping itu llmu pengetahuan dan teknologi di
Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena Iptek pada
dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai Pancasila
sila ketiga bilamana dirinci dalam etika yang berkaitan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi, adalah sebagai berikut :

1) Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara

seluruhnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tenologi harus

mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

2) Alokasi pemerataan sumber dan hasilnya.

3) Pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur darma

ilmu pengetahuan, yaitu penelitian, pengajaran, penerapan, dsan

pengamalannya.

4) Persaingan IPTEK tidak untuk saling menjatuhkan satu sama

lain, Namun penemuan — penemuan baru yang membantu kegiatan

manusia dan mempermudah pekerjaan manusia adalah untuk satu

tujuan yakni guna kemajuan Negara Indonesia.



4, Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan Perwakilan”

Sila ke-empat ini merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah
Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi
Negara Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi
Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan.

Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-empat
mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah
kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan yang adil
dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawarahan/perwakilan; mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut
serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak
langsung bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai

dengan kedudukan masing-masing.

Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan adalah;
a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia
Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.
e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
sebagai hasil musyawarah.
f. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati

nurani yang luhur.



I. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

J- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.

k. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana,
demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam
pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian
adalah peran rakyat yang diutamakan.

l. Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan
sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting
yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah
hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan
bersama..

m. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.
Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat
sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan
secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada
permusyawaratan.

n. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin
yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil,
dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisis/jasmaniah, sementara
kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur,
adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi,
pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin

yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana).

Penerapan Sila ke-4 Pancasila :
a. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
b. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.



C. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan
melaksanakn hasil keputusan musyawarah.

d. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

e. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.

f. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
dalam musyawarah.

g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan
kesatuan bersama.

h. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk

melaksanakan permusyawaratan.

5. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut memiliki
makna yang sangat luas.

Sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; mengajak
masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan
kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya
kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi

seluruh rakyat.

Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah;

a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan
meningkat.
b. Seluruh  kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi

kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

C. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat
bekerja sesuai dengan bidangnya.

d. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

e. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

f. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

g. Menghormati hak orang lain.



h. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri
sendiri.

I. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain.

J- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan
dan gaya hidup mewah.

k. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau
merugikan kepentingan umum.

l. Suka bekerja keras.

m. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi
kemajuan dan kesejahteraan bersama.

n. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang

merata dan berkeadilan sosial.

Penerapan Sila ke-5 Pancasila :
a. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan

suasana kekeluargaan dan kegotong — royong.

b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. Menghormati hak orang lain.

e. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri
sendiri.

f. Tidak menggunakan hak milik usaha - usaha yang bersifat

pemerasan terhadap orang lain.

g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal — hal yang bersifat
pemborosan dan gaya hidup mewah.

h. Tidak menggunakan hak - hak milik untuk hal — hal yang
bertentangan dengan atau kepentingan umum.

I. Suka bekerja keras.

J- Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi
kemajuan dan kesejahteraan bersama.

K. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial.



C. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Nilai-Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdapat
kandungan akan nilai-nilai. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional adalah
nilai-nilai yang bersifat tetap. Namun, pada penjabarannya, dilakukan secara dinamis dan
kreatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat indonesia. Diterima
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional (pandangan hidup bangsa)
membawa dampak bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, dan landasan
fundamental bagi setiap penyelenggaraan negara Indonesia.

Pancasila berisi lima sila yang hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental.
Nila-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang
adil dan beradab, nilai persatuan indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh
rakyat indonesia. Berikut penjelasan mengenai Nilai-Nilai Pancasila adalah sebagai
berikut;

1. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa adanya
pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam
semesta. Dari nilai tersebut, menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa
religius bukan bangsa yang tidak memiliki agama atau ateis. Dari Pengakuan
adanya Tuhan diwujudkan dalam perbuatan untuk taat dalam setiap perintah Tuhan
dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang
dianut. Nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan akan kebebasan
untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan
serta tidak diskriminatif antarumat beragama.
Contoh Nilai Ketuhanan adalah;

a. Hidup rukun dan damai dalam setiap antraumat beragama

b. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa kepada orang lain

C. Memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah

sesuai agamanya

d. Tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul

e. Sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa



2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa
kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama
atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana
mestinya. Manusia diberlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk
Tuhan yang sama derajatnya, hak, dan kewajiban asasinya.
Contoh Nilai Kemanusiaan

a. Mengakui persamaan derajat antara sesama manusia
b. Senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan
C. Memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela kebenaran dan
keadilan
d. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
e. Menghormati orang lain
f. Tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain
3. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam
kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai dengan
sepenuh hati terhadap keanekaragaman di Indonesia, sehingga perbedaan
bukanlah sebab dari perselisihan, tetapi itu akan dapat menciptakan kebersamaan.
Dari kesadaran ini tercipta dengan baik jika sungguh-sungguh menghayati
semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Contoh Nilai Persatuan, adalah;

a. Cinta tanah air dan bangsa

b Memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air

c Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara

d. Persatuan dengan berdasar Bhineka Tunggal Ika

e Memelihara ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial
4, Nilai Kerakyatan

Nila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan  yang mengandung makna bahwa suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah

untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan dari nilai



tersebut, diakui paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan
melalui musyawarah mufakat.
Contoh Nilai Kerakyatan, adalah;

a. Ikut serta dalam pemilu

b Menjalankan musyawarah mufakat

o Mendahulukan kepentingan umum

d. Mengembangkan sikap hidup yang demokratis

e

Tidak memaksakan kehendak individu terhadap individu lainnya

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna
sebagai dasar sekaligus tujuan masyarakat indonesia yang adil dan makmur secara
lahiriah ataupun batiniah. Berdasarkan dari nilai tersebut, keadilan adalah nilai yang
sangat mendasar yang diharapkan dari seluruh bangsa Indonesia. Negara
Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.

Contoh Nilai Keadilan, adalah:;

a. Memiliki perilaku yang suka bekerja keras

b Berperilaku adil terhadap sesama

C Hidup sederhana

d. Mengembangkan budaya menabung

e Memiliki sikap yang menghargai karya orang lain yang bermanfaat

bagi bangsa Indonesia

f. Tidak memeras orang lain

g. Selalu membantu orang lain

Nilai-Nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang

telah ada dan tidak hanya itu baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah,
program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya
merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-Nilai Dasar Pancasila adalah
satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu sama lain. Sehingga dari

semua nilai dasar dari sila-sila Pancasila menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara.

4. PELAKSANAAN PANCASILA
A. Pelaksanaan Pancasila
Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksanaan Pancasila

terjadi karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu
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dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik (ke dalam) dan
prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik (ke luar). Pancasila dari segi intrinsik harus konsisten,
koheren, dan koresponden, sementara dari segi ekstrinsik Pancasila harus mampu
menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal.

Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat

digunakan untuk memikirkan dan melaksanakan Pancasila. Pranarka (1985) menjelaskan
adanya dua jalur formal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan
jalur pemikiran akademis. Sementara Profesor Notonagoro (1974) menjelaskan adanya
dua jalur pelaksanaan Pancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif.
Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas
permasalahan dan heteregonitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut
meliputi (1) masalah sumber; (2) masalah tafsir; (3) masalah pelaksanaan; (4) masalah
apakah Pancasila itu Subject to change; dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di
dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Permasalahan tersebut mengundang
perdebatan yang sarat dengan kepentingan. Pemecahan berbagai kompleksitas
permasalahan di atas dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur pemikiran politik
kenegaraan, dan jalur pemikiran akademis.

Jalur pemikiran kenegaraan yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa,
Dasar Negara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan
kebijakan politik. Para penyelenggara negara ini berkewajiban menjabarkan nilai-nilai
Pancasila ke dalam perangkat perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan
tindakan. Tujuan penjabaran Pancasila dalam konteks ini adalah untuk mengamobil
keputusan konkret dan praktis. Metodologi yang digunakan adalah memandang hukum
sebagai metodologi, sebagaimana yang telah diatur oleh UUD.

Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur
politik kenegaraan semata, melainkan memerlukan jalur lain yang membantu memberikan
kritik dan saran bagi pemikiran Pancasila, jalur itu adalah jalur akademis, yaitu dengan
pendekatan ilmiah, ideologis, theologis, maupun filosofis.

Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan
keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga kadang-
kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi.
Akibatnya kadang berbagai kebijakan justru kontra produktif dan bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian pemikiran akademis berfungsi sebagai sumber
bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Sebaliknya kasus-kasus yang tidak

dapat dipecahkan oleh para pengambil kebijakan merupakan masukan yang berharga



bagi pengembangan pemikiran akademis. Setiap pemikiran akademis belum tentu dapat
diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan, sebaliknya setiap kebijakan politik
kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau tingkat kesahihan yang tinggi jika diuji
secara akademis.

Jalur pemikiran ini sangat terkait dengan jalur pelaksanaan. Pelaksanaan Pancasila
dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif,
yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai
Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif,
maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk
peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan subjektif, artinya
pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap
penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonagoro pelaksanaan Pancasila
secara subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan subjektif ini menurut
Notonagoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan
formal, non formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang
akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan,
mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.

Sebaik apa pun produk perundang-undangan, jika tidak dilaksanakan oleh para
penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya sebaik apa pun sikap
mental penyelenggara negara namun tidak didukung oleh sistem dan struktur yang
kondusif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara membawa implikasi
wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi
yang tegas secara hukum, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa
implikasi wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani

atau masyarakat.

B. Pancasila dan SARA

Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal misalnya
antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan
minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik horisontal ditunjukkan misalnya konflik
antarumat beragama, antarsuku, atarras, antargolongan dan sebagainya. Jurang pemisah

ini merupakan potensi bagi munculnya konflik.



Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara
yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama,
ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar
dalam pembangunan bangsa, namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial bagi
munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas,
heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang
mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal.
Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila secara
eksplisit disebutkan “Persatuan Indonesia“. Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-
pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal
UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara.
Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah
di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD
1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing
yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang penghormatan
terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para
founding fathers negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam
bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain.

Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran
dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara lain: Pertama, Pancasila
merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba
merangkumnya dalam satu wadah ke-indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan
pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia.
Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak
sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak
akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di
dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam
kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang
toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama,
adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegera yang diterima oleh masyarakat.

C. Pancasila dan HAM
Hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah hak yang

melekat pada kemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana



layaknya manusia. Dengan demikian eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai
aksioma yang bersifat given, dalam arti kebenarannya seyogianya dapat dirasakan secara
langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut (Anhar Gonggong, dkk., 1995: 60).
Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks, setidak-tidaknya ada tiga masalah
utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM, antara lain:

Pertama, HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, karena (1)
topik HAM merupakan salah satu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan
dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain: HAM, demokratisasi dan
pelestarian lingkungan hidup. (2) Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan
Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum
PBB tanggal 10 Desember 1948. (3) Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan
dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering
dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis.

Kedua, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan
partikularisme. Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal
diterapkan di semua penjuru dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa
setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang
historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria
tersendiri.

Ketiga, Ada tiga tataran diskusi tentang HAM, yaitu (1) tataran filosofis, yang
melihat HAM sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri
kemanusiaan yang paling asasi. (2) tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya
dengan hak-hak kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa atau
negara tertentu. (3) tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena
memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental.

Pandangan bangsa Indonesia tentang Hak asasi manusia dapat ditinjau dapat
dilacak dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR dan
Undang-undang. Hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat
umum, uraian lebih rinci dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas
kewarganegaraan (pasal 26 ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2); Hak
atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); Hak
atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28); Hak atas
pendidikan (Pasal 31 ayat 1, 2); Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33
ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitan dengan masalah HAM dalam UUD 1945,

antara lain: pertama, UUD 1945 dibuat sebelum dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak



Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, sehingga tidak secara eksplisit
menyebut Hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut adalah hak-hak warga negara.
Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak mengatur ketentuan HAM sebanyak pengaturan
konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun mendelegasikan pengaturannya dalam bentuk
Undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden.

Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia. Tap MPR ini memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap
Hak Asasi Manusia serta Piagam Hak Asasi Manusia.

Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia,
terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan dan substansi, serta pemahaman
hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri
dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal
Pada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur secara eksplisit antara lain:

1. Hak untuk hidup
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Hak mengembangkan diri
Hak keadilan
Hak kemerdekaan
Hak atas kebebasan informasi
Hak keamanan

Hak kesejahteraan
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Kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela negara
10. Hak perlindungan dan pemajuan.

Catatan penting tentang ketetapan MPR tentang HAM ini adalah Tap ini merupakan upaya
penjabaran lebih lanjut tentang HAM yang bersumber pada UUD 1945 dengan
mempertimbangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orba ternyata tidak
berkelanjutan karena terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik
antargolongan, antara daerah, dan antara sektor akhirnya melahirkan krisis ekonomi.
Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar
ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor tidak hanya
ekonomi.

Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-

prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidak- merataan ekonomi, dan lain-lain. yang juga



dipicu dengan maraknya praktek monopoli, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme oleh para
penyelenggara negara

Sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta
konstitusi UUD 1945, dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut Sistem Ekonomi
Pancasila. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila antara
lain: mengenal etik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi. mencerminkan
hakikat kemusiaan, yang memiliki unsur jiwa-raga, sebagai makhluk individu-sosial,
sebagai makhluk Tuhan-pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi
manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kemitraan,
mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, dan menitikberatkan pada kemakmuran
masyarakat bukan kemakmuran individu.

Sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945,
pasal 33 yang mengandung ajaran bahwa :

1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan

ekonomi, sosial, dan moral;

2. Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan kemerataan sosial

yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;

3. Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah selalu

bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya

menomorsatukan tujuan terwujud-nya perekonomian nasional yang kuat dan

tangguh;

4, Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi

warga masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

5. Perekonomian nasional yang amat luas terus-menerus diupayakan adanya

keseimbangan antara perencanaan nasional dengan peningkatan desentralisasi

serta otonomi daerah. hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main

keadilan ekonomi dapat berjalan selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.



)
4
o
=z
=
<
[
(a4
<
)
<
(]
)
=z
<
()
=z
=
)
=z
<
()]
4
s )

i

i S S S S S S S S S S S S T T T T T T T T T T T T e T R

lflllfltﬂtt:

=
- [N Ny

3 XN

71NN

Z/INN
7




5.

BAB Il
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
SEJARAH LAHIRNYA UUD 1945.

Bahwasannya konstitusi atau Undang-Undang Dasar dianggap memegang peranan
yang penting bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah ketika
Pemerintah Militer Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat
Indonesia. Sesuai janji Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7
September 1944, maka dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi
Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia/BPUPKI) pada tanggal 29 Arpil 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman
Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso, yang tugasnya menyusun Dasar
Indonesia Merdeka (Undang-Undang Dasar). Niat Pemerintah Militer Jepang
tersebut dilatarbelakangi kekalahan balatentara Jepang di berbagai front, sehingga
akhir Perang Asia Timur Raya sudah berada di ambang pintu. Janji Jenderal Mc
Arthur | shall return ketika meninggalkan Filipina (1942) rupanya akan menjadi

kenyataan.

Para anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang dalam

dua tahap:

1. Sidang pertama, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk
menetapkan dasar negara dan berhasil merumuskan Pancasila yang
didasarkan pada pidato anggota Soekarno pada 1 Juni 1945,

2. Sidang kedua, dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 yang berhasil
membuat Undang-Undang Dasar (Harun Al Rasid, 2002).

Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri
dari 9 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang disebut Panitia Sembilan. Pada
tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham kebangsaan
dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama dengan
negara. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Sembilan, terdiri dari Drs. Moh.
Hatta, Mr. A. Subardjo, Mr. A. A. Maramis, Ir. Soekarno, KH. Abdul Kahar Moezakir,
Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, dan Mr. Muh. Yamin.



Panitia Sembilan berhasil membuat rancangan Preambule Hukum Dasar, yang
oleh  Mr. Muh. Yamin disebut dengan istlah Piagam Jakarta.
Pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI, setelah melalui perdebatan
dan perubahan, teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD
1945 diterima oleh sidang. Teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks
Pembukaan UUD 1945 adalah hasil kerja Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh
Prof. Soepomo.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasilnya
kepada Pemerintah Militer Jepang disertai usulan dibentuknya suatu badan baru
yakni Dokutsu Zyunbi Linkai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI), yang
bertugas mengatur pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah
Jepang kepada Pemerintah Indonesia. Atas usulan tersebut maka dibentuklah PPKI
dengan jumlah anggota 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil
Ketuanya Drs. Moh. Hatta. Anggota PPKI kemudian ditambah 6 orang, tetapi lebih
kecil daripada jumlah anggota BPUPKI, yaitu 69 orang.

Menurut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat
Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun terdapat rakhmat Allah yang
tersembunyi (blessing in disguise) karena, sepuluh hari sebelum tibanya Hari-H
tersebut, Jepang menyatakan kapitulasi kepada Sekutu tanpa syarat (undconditional
surrender).

Dalam tiga hari yang menentukan, yaitu pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus
1945 menjelang Hari Proklamasi, timbul konflik antara Soekarno-Hatta dengan
kelompok pemuda dalam masalah pengambilan keputusan, yaitu mengenai cara
bagaimana (how) dan kapan (when) kemerdekaan itu akan diumumkan.
Soekarno-Hatta masih ingin berembuk dulu dengan Pemerintah Jepang sedangkan
kelompok pemuda ingin mandiri dan lepas sama sekali dari campur tangan
Pemerintah Jepang.

Pada hari Kamis pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa
(diculik) oleh para pemuda ke Rengasdengklok, namun pada malam harinya dibawa
kembali ke Jakarta lalu mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda di Jalan
Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Pada malam itulah dicapai kata sepakat bahwa
Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur 56, yaitu
rumah kediaman Bung Karno, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan
1364), pukul 10.00 WIB.



Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari datanglah utusan dari Indonesia bagian
Timur yang menghadap Drs. Moh. Hatta dan menyatakan bahwa rakyat di daerah itu
sangat berkeberatan pada bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD 1945
yang berbunyi: Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Dalam menghadapi masalah tersebut dengan disertai
semangat persatuan, keesokan harinya menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus
1945, dapat diselesaikan oleh Drs. Moh. Hatta bersama 4 anggota PPKI, yaitu K.H.
Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku M.
Hasan. Dengan demikian tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945 tersebut
dihilangkan.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa badan yang
merancang UUD 1945 termasuk di dalamnya rancangan dasar negara Pancasila
adalah BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Setelah selesai
melaksanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut rancangan dasar
negara, dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, maka dibentuklah PPPKI
pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang menetapkan UUD 1945 dan
yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian hasil Sidang
BPUPKI adalah:

1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka,;
2. Rancangan Pembukaan UUD 1945;
3. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945.

UUD 1945 DALAM GERAK PELAKSANAANNYA

a. Kurun Waktu Pertama
1. Dalam kurun waktu 1945-1949.
Sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara belum berjalan
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, karena situasi yang tidak
memungkinkan dimana dalam kurun waktu 1945-1949, pihak kolonial Belanda
ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka. Karena lembaga-
lembaga negara (MPR, DPR, DPA) belum dapat dibentuk, PPKI menetapkan
Komite Nasional sebagai pembantu Presiden, untuk pembenarannya
diberlakukan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Sistem Kabinet Presidensial
yang harus dilaksanakan menurut UUD 1945 diubah menjadi Kabinet

Parlementer.



Antara kurun waktu pertama dan kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945
berlaku konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17
Agustus 1950. Konstitusi RIS tidak berlaku di negara Republik Indonesia yang
beribukota di Jogjakarta yang tetap memberlakukan UUD 1945.

Selanjutnya sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959 berlaku
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Setelah itu ditetapkan
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 merupakan dasar hukum berlakunya UUD
1945 dalam kurun waktu kedua hingga sekarang (sebelum diamandemen).
Dalam kurun waktu pertama dari tahun 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat
dilaksanakan dengan baik, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945
karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan
karena dalam kurun waktu tahun 1945-1949 Indonesia memusatkan segala
upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, karena pihak kolonial Belanda
ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka.

Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1945-1949 adalah sebagai
berikut:

1) Lembaga-lembaga tinggi negara belum dapat dibentuk berdasarkan
ketentuan UUD 1945, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan
tersebut di atas, oleh karena itu PPKI menetapkan Komite Nasional sebagai
pembantu Presiden, untuk pembenarannya dicantumkan pasal IV Aturan
Peralihan.

2) Diperlakukan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 (asli). Karena lembaga-
lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 belum dapat dibentuk
karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan maka diberlakukan pasal
IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi :

“Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.

Berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, kekuasaan Presiden sangat
besar karena meliputi kewenangan semua lembaga-lembaga tinggi negara,
sedangkan Komite Nasional hanya berfungsi sebagai pembantu Presiden.

3) Ada dua penyimpangan konstitusional yang terjadi karena kekuasaan
Presiden yang sangat besar berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan, yaitu :

a) Berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat. Komite Nasional Pusat yang

semula hanya sebagai pembantu Presiden menjadi badan yang



memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar
daripada Haluan Negara berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X
tanggal 16 Oktober 1945.
b) Perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer.
Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)
pada tanggal 11 Nopember 1945, yang kemudian disetujui oleh Presiden, dan
diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 maka

sistem kabinet presidensial diganti dengan sistem kabinet parlementer.

Sejak tanggal 14 Nopember 1945, kekuasaan pemerintah tidak dipegang oleh
Presiden, tetapi dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet
dengan para menteri sebagai anggota kabinet yang secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri. Para menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada
KNIP yang berfungsi sebagai DPR.

Bahwa dalam kurun waktu 1945-1949 di dalam situasi dimana bangsa
Indonesia dalam upaya memepertahankan kemerdekaan dari pihak kolonial
Belanda, sistem pemerintahan sering berubah dari sistem presidensial menjadi

sistem parlementer dan sebaliknya.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. (RIS).

Konstitusi RIS merupakan konstitusi kedua negara Indonesia, yang
berlaku pada saat Indonesia menjadi negara Federal Republik Indonesia
Serikat (RIS).

1) Terbentuknya negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS)

a) Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak diproklamasikan
tanggal 17 Agustus 1945, namun pihak kolonial Belanda ingin
menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka.

b) Dengan politik Devide et Impera dari pihak kolonial Belanda,
terbentuk negara-negara bagian di wilayah Indonesia, misalnya
negara bagian Sumatera Timur, negara bagian Indonesia Timur dan
lain-lain.

c) Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS, dengan nama
Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian Pulau Jawa

dan Sumatera dengan ibukota Yogyakarta.



d) Indonesia yang diproklamasikan pada tanggalJ 17 Agustus 1945
sebagai negara kesatuan, sejak tanggal 27 Desember 1949, berubah
menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

2) Terbentuknya Konstitusi RIS
a) Pada tanggal 29 Oktober 1949 rancangan konstitusi RIS
disepakati bersama antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia
(Jogjakarta) dengan wakil-wakil pemerintah negara-negara bagian
RIS lainnya yaitu wakil-wakil pemerintah negara BFO (Bijeenkomst
Voor Federal Overleg) di kota pantai Scheveningen, pada saat
berlangsungnya Komprensi Meja Bundar (KMB).
b) Pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta rancangan Konstitusi
RIS disetujui oleh wakil-wakil pemerintah dan KNIP, negara Republik
Indonesia (Jogjakarta) dan wakil masing-masing pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Negara BFO.
c) Selanjutnya dalam sidang lanjutan pada Komperensi Meja Bundar
(KMB) di Den Haag negara Belanda, rancangan Konstitusi RIS
disetujui semua pihak.
d) Kontitusi RIS diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia, kecuali
negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan
UUD 1945.

3) Berlakunya Konstitusi RIS

Konstitusi RIS berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali negara
Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian pulau Jawa dan
Sumatera dengan Ibukota Jogjakarta. Negara Republik Indonesia
(Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945. Konstitusi RIS berlaku dari
tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950.

4) Konstitusi RIS menganut sistem parlementer.

Sebagai konstitusi yang berlaku di negara Federal RIS, Konstitusi RIS
menganut sistem kabinet parlementer dimana kekuasaan pemerintahan
ditangan para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden
bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi hanya sebagai kepala negara.
Presiden sekedar Konstitusional belaka, karena tidak memegang

kekuasaan pemerintahan.



3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS).

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) merupakan konstitusi ketiga

negara Republik Indonesia yang berlaku sah sejak tanggal 17 Agustus 1950

hingga tanggal 5 Juli 1959.

1)

2)

Negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan

a) Negara federal RIS berlangsung sangat singkat hanya 8 bulan
yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus
1950.

Dalam kenyataannya sejak berdirinya RIS, timbul suatu keinginan dari
negara-negara bagian RIS buatan Belanda yang merasa tidak cocok
atas terbentuknya RIS hasil KMB, dan ingin bergabung dengan
negara bagian Republik Indonesia yang beribukota Jogjakarta.
Pembubaran dan penggabungan negara-negara bagian itu
dimungkinkan dalam pasal 43 dan pasal 49 Konstitusi RIS.

b) Pada bulan April 1950 hanya tinggal beberapa bagian dari negara
bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur saja yang belum
bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta ).

c) Pada akhirnya tercapai suatu kesepakatan antara negara
Republik Indonesia (Jogjakarta) dan negara RIS yang sekaligus
mewakili negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera
Timur, yang dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama
mendirikan negara kesatuan.

d) Persetujuan untuk mendirikan negara kesatuan tersebut dalam
butir ¢ secara resmi dimuat dalam suatu piagam persetujuan tanggal
19 Mei 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Indonesia yang
berbentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan.
Terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

a) Setelah persetujuan untuk mendirikan negara kesatuan dimuat
dalam suatu piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950 sebagaimana
diuraikan dalam butir | d tersebut, maka proses selanjutnya adalah
membuat rancangan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI oleh
pihak RIS dan negara RI (Jogjakarta).



b) Di depan rapat gabungan senat dan DPR RIS, pada tangal 15
Agustus 1950 presiden menyatakan bahwa rancangan perubahan
tersebut telah disetujui oleh pihak RIS dan negara Rl (Jogjakarta).
c) Naskah UUDS yang telah disetujui oleh pihak RIS dan negara RI
(Jogjakarta) ditandatangani bersama Perdana Menteri dan Menteri
Kehakiman RIS, yang selanjutnya diumumkan oleh Menteri
Kehakiman dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 di
seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Berlakunya UUDS 1950.
UUDS 1950 berlaku di seluruh Wilayah Indonesia dari tanggal 17
Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959, saat Dekrit Presiden
dikeluarkan.

4) UUDS menganut sistem Kabinet Parlementer
a) Presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden
sekedar “konstitusional” belaka. Kekuasaan pemerintah ditangan
kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
b) Para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung
jawab kepada DPR/Parlemen.
c) Menganut Landasan Demokrasi Liberal UUDS menganut
Demokrasi Liberal yang mengutamakan kebebasan individu.

Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950

hingga 5 Juli 1959, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 (tujuh) kali
karena dijatuhkan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1950-

1959 sistem Kabinet Parlementer tidak menjamin kestabilan pemerintah.

Kurun Waktu Kedua

Dasar hukum berlakunya UUD 1945 dalam kurun waktu kedua adalah Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai
konstitusi negara Republik Indonesia. Kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945 dari
tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang dapat dibagi dalam empat periode, yaitu:

- Kurun waktu 5 Juli 1959 hingga sebelum 11 Maret 1966;

- Kurun waktu 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998 yang dikenal dengan masa

Orde Baru;

- Kurun waktu 2 Mei 1998 hingga 22 Oktober 1999 yang dikenal dengan masa

Pasca Orde Baru;



1)

2)

Kurun waktu 22 Oktober 1999 hingga sekarang.

Kurun waktu 5 Juli 1959 hingga sebelum1l Maret 1966
a) Terjadi pemberontakan G-30-S/PKI Sewaktu terjadi pemberontakan G-
30-S/PKI kondisi negara Indonesia memprihatinkan khususnya di bidang
ekonomi, politik, dan hukum. Akhirnya pemberontakan PKI dapat digagalkan.
b) Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) Dengan dipelopori oleh
pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan TRITURA vyaitu:
(1) Bubarkan PKI;
(2)  Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI;
(3)  Turunkan harga-harga/perbaikan ekonomi
c) Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden mengeluarkan Supersemar kepada
Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan untuk
mengamankan negara. Lahirnya Supersemar dianggap sebagai lahirnya
Orde Baru.
d) Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1945 sampai sebelum 11
Maret 1966:
(1) Lembaga-lembaga negara belum dibentuk berdasarkan
Undang-undang, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945;
(2) Hak Budget DPR tidak berjalan, dan pada tahun 1960 Presiden
membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang
diajukan pemerintah;
(3) MPRS mengangkat Presiden seumur hidup;
(4) Ketua lembaga-lembaga tinggi negara dijadikan menteri-
menteri negara.
Kurun waktu 1966 — 1998
Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1966 - 1998 dikenal dengan

masa Orde Baru.

Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1966 - sebelum 21 Mei 1998:
a) Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967.

Pada tahun 1967 diadakan sidang Istimewa MPRS, yang menarik kembali
mandat MPRS dari Presiden pada saat itu yaitu Ir. Soekarno, selanjutnya
mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden (TAP MPRS No.
XXXIN/MPRS/1967).



b)

Sidang Umum MPRS Tahun 1968.

Pada tahun 1968 diadakan Sidang Umum MPRS, yang mengangkat

Jenderal Soeharto sebagai Presiden tetap sampai terpilihnya Presiden hasil
pemilu (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968).

c)

Sidang Umum MPRS Tahun 1973.

Pemilu pertama dalam masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971,

selanjutnya pada tahun 1973 diadakan sidang umum MPR, yang

menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

d)

Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1966 - 21 Mei 1998

(2) Fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara
dalam penyelenggaraan negara belum berjalan secara optimal. Disatu
pihak, kekuasaan lembaga tinggi presiden sangat berperan, di lain
pihak lembaga-lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya belum optimal.

Menurut UUD 1945 antara lain dinyatakan:

(a) Lembaga tinggi negara yaitu DPR berwenang mengawasi

jalannya pemerintahan;

(b) Lembaga tinggi negara Mahkamah Agung sebagai

pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah;

(c) Lembaga Tinggi negara BPK yang memeriksa tanggung

jawab keuangan negara, terlepas dari kekuasaan pemerintah.
(2) Dikeluarkannya TAP MPR No.I/MPR/1983, dalam pasal 104
dinyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan dan
tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Ketentuan
yang tercantum dalam pasal 104 TAP MPR No. I/MPR/1983 telah
dicabut dengan TAP MPR No. VII/MPR/1998 tanggal 13 Nopember
1998 karena tidak sejalan dengan pasal 37 UUD 1945 yang
mengatur perubahan UUD 1945.
(3) Dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang
referendum, dimana dinyatakan bahwa MPR berkehendak
mempertahankan UUD 1945, dan apabila MPR hendak merubah
UUD 1945 harus melalui referendum. TAP MPR No. IV/MPR/1983
telah dicabut dengan TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tanggal 13
Nopember 1998 karena tidak sejalan dengan pasal 37 UUD 1945



yang mengatur tentang perubahan UUD 1945. Pada tanggal 21 Mei
1998, Pemerintahan Orde Baru berakhir.

3) Kurun Waktu sesudah tanggal 21 Mei 1998 hingga 12 Agustus 2002.
a) Pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 diadakan Sidang
Istimewa MPR.

b) Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan
sidang umum MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 yang menetapkan:
(1) Mengadakan perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan tanggal
19 Oktober 1999. Dalam amandemen ini, perubahan yang penting adalah
dibatasinya masa jabatan Presiden paling banyak 2 masa jabatan dan
dinyatakan bahwa pemegang kekuasaan pembentuk UU adalah DPR,
bukan lagi Presiden.
(2) Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
c) Dalam Sidang Tahunan tahun 2000 diadakan perubaban kedua UUD 1945
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dalam amandemen ini
ditegaskan tentang fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Untuk
melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat, penyempurnaan pasal 18 tentang
Pemerintahan Daerah, penyempur-naan pasal 28 ditambah pasal 28 A sampai
dengan pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyempurnaan
pasal 30 tentang Pertahanan Keamanan.
d) Pada tahun 2001 MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan
perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang
sangat mendasar, adalah:
(1) MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat.
Dengan demikian MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara;
(2) MPR tidak lagi menetapkan GBHN;
(3) MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya
melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara
langsung oleh rakyat;
(4) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat;
(5) Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari

jabatannya,;



f)

(6) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden
atas usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi;
(7) Dengan tegas dinyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan
dan membubarkan DPR;
(8) Adanya lembaga baru yaitu: DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi
Yudisial,
(9) Adanya Bab baru tentang Pemilu;
(10) Penyempurnaan pasal 23.e. Tahun 2002 dalam Sidang Tahunan
ditetapkan perubahan UUD keempat.
Adapun perubahan-perubahan yang mendasar adalah:
(1) Susunan MPR tardiri dari anggota DPR dan DPD;
(2) Tidak ada lagi Lembaga Tinggi Negara yang namanya DPA, tapi
Presiden diberi wewenang untuk membentuk Dewan Pertimbangan yang
memberi nasihat/ pertimbangan kepada Presiden yang diatur dengan UU,;
(3) Macam dan harga mata uang;
(4) Peraturan baru tentang Bank Sentral,
(5) Mengatur kembali tentang pendidikan, kebudayaan, dan
kesejahteraan sosial,
(6) Pengertian wilayah negara;
(7) Pengaturan kembali tentang perubahan UUD terutama prosedurnya;
(8) Mengubah seluruh aturan peralihan dan aturan tambahan.
Amandemen (Perubahan ) UUD 1945.
(1) Cara melakukan amandemen UUD 1945.
(@) Dasar Pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen. Yang
berbunyi MPR menetapkan UUD dan GBHN.
(b) Perubahan dilaksanakan 4 kali sidang majelis;
- Sidang Pertama tahun 1999 (14-21 Oktober 1999).
- Sidang Kedua tahun 2000 (7-14 Agustus 2000).
- Sidang Ketiga tahun 2001 (1-9 November 2001).
- Sidang Keempat tahun 2002 (1-11 Agustus 2002).
(2) Jenis Perubahan UUD 1945.
(&8 Mengubah rumusan yang telah ada.
Contoh, Pasal 2 ayat 1, semula MPR terdiri dari DPR dan
Golongan-golongan dirubah MPR terdiri dari DPR dan DPD.

(b)  Membuat rumusan baru.



3)

Contoh, Pasal 6A,Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(c) Menghapus dan menghilangkan rumusan yang ada.
Contoh, Bab IV DPA dihapus.
(d)  Memindahkan rumusan pasal kedalam rumusan ayat.
Contoh, Pasal 34 semula hanya 1, dan tidak ada ayat duanya.
Perubahan UUD 1945.

(@) Sebelum diubah, UUD 1945 dibagi dalam 3 bagian. Bagian
Pertama pembukaan atau Preambul, bagian kedua Batang Tubuh,
bagian Ketiga penjelasan. Setelah diubah menjadi dua bagian yaitu
Pembukaan dan Pasal-pasal.

(b) Seelum diubah, UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49
ayat, dan 4 pasal aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan tambahan,
setelah diubah menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan

Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan.

g) Berikut ini sebagai gambaran singkat atau daftar terhadap pasal-pasal

UUD 1945 yang sudah diamandemen:

1)

21.

(2)

(3)

(4)

Amandemen Pertama meliputi: Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, dan pasal

Amandemen Kedua meliputi:

(@ Bab IXA, X, XA, XII, dan XV.

(b) Pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A,

28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 30, 36A, 36B, dan pasal

36C.

Amandemen Ketiga meliputi:

(&) Bab VIIA, VIIB, dan VIIIA.

(b) Pasal 1, 3, 6, 7A, 7B, 7C, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C,
23E, 23F, 23G, 24A, 24B, dan pasal 24C.

Amandemen Keempat meliputi:

(2) BAB XIll dan Bab XIV.

(b) Pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, dan pasal
37.



7.

PENGERTIAN, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI UUD 1945.

a.

Pengertian.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari
Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal Il Aturan Tambahan).

Pembukaan terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat terdapat
rumusan dari Pancasila, dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri
dari 20 Bab (Bab | sampai dengan Bab XVI) dan 72 pasal (pasal 1 sampai
dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal
Aturan Tambahan. Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat
penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-
pasal UUD 1945 merupakan satukebulatan yang utuh, dengan kata lain
merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.
Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik
Indonesia Tahun Il Nomor 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946, suatu
penerbitan resmi Pemerintah RI. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang
Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indoneisa (PPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.
Rancangan UUD 1945 dipersiapkan oleh suatu badan yang bernama Badan
Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau
Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai, suatu badan bentukan Pemerintah Penjajah
Jepang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka

persiapan kemerdekaan Indonesia.

Kedudukan UUD 1945

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk
hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan
atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan
yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang

No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,



dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3) Peraturan Pemerintah

4)  Peraturan Presiden

5) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah meliputi:

1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi bersama dengan Gubernur;

2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota bersama Bupati/Walikota;

3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan
desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar,
melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar
yang tertulis. Disamping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum
dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis yaitu yang biasa dikenal
dengan nama Konvensi.

Meskipun Konvensi juga merupakan hukum dasar (tidak tertulis), ia tidaklah
boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konvensi merupakan aturan
pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, karena Konvensi tidak terdapat
dalam UUD 1945.

Contoh : Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang masih dipelihara
selama ini adalah setiap tanggal 16 Agustus, Presiden RI menyampaikan
pidato pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Praktek yang
demikian tidak diatur dalam UUD 1945, namun tetap dijaga dan dipelihara
dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia.

Skema di bawah ini akan menjelaskan secara sistematis hubungan antara
hukum dasar tertulis dengan hukum dasar yang tidak tertulis.

Hukum Dasar Tertulis : UUD 1945

Hukum Dasar Tidak Tertulis: KONVENSI.



KONVENSI adalah:

1) Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan berulang-
ulang dan terus-menerus) dalam praktek penyelenggaraan negara.

2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

3) Sebagai pelengkap/pengisi kekosongan yang timbul dalam praktek

penyelenggaraan negara.

c. Fungsi UUD 1945
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Dari pengertian tersebut dapatlah
dijabarkan bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara,
lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia
dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada
di wilayah Negara Republik Indonesia.
Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang
harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas.
Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu
hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan
sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan
setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan
bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya
peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).
Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan
perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati
kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai
fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah
norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang
lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut
bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.
8. MAKNA ALINEA-ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan

imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara



Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, Pembukaan UUD 1945 yang telah
dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea
mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang
universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang
dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan lestari
artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan
perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara
Proklamasi 17 Agustus 1945.

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:
Alinea | : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan
adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan).

Alinea Il : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur).

Alinea 11l : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa
kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).

Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945,
bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.
Selanjutnya marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing Alinea
Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

Alinea pertama : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Makna yang terkandung dalam
Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa
Indonesia menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan
dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak
kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan
kemerdekaan Indonesia. Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga
mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri
untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas
kewajiban bangsa/ pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap
bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap bangsa. Alasan bangsa

Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan



perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan

atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar

ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan
mengendalikan politik luar negeri kita.

Aline kedua : Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan

bangsa Indonesia selama ini. Hal Ini juga berarti adanya kesadaran keadaan

sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita
ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas
apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para “pengantar” kemerdekaan, ialah

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai

itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk

mewujudkannya.

Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :

1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada
tingkat yang menentukan;

2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk
menyatakan kemerdekaan;

3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih

harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur.
Alinea ketiga : Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan
materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdeka-annya, tetapi juga
menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan
menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal
tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kebidupan yang
berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia
dan di akhirat.



Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi
Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketagwaan
bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa
Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan
mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.
Alinea keempat : Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Alinea ini
merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai
tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.
Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan “... Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial” Sedangkan prinsip dasar yang dipegang
teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan
berdasarkan Pancasila.
Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:
1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu:
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial;



2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;

3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan
langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan
bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok
pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945.
Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam , yaitu :
1. Pokok pikiran pertama; “Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi
segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi
segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak
boleh dilupakan.
Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang
lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun
perorangan.
2. Pokok pikiran kedua, “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”, ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok
pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan
pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat.
3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 ialah “negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan
dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk

dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan



berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan
sifat masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang
menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 adalah “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, undang-
undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain
penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur
dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.

Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan
yang adil dan beradab.

Apabila anda perhatikan keempat pokok pikiran itu tampaklah bahwa pokok-

pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara, Pancasila.

10. HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 itu mengandung beberapa pokok pikiran yang merupakan
cita-cita nasional dan cita hukum. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu
dijelmakan dalam Pasal pasal UUD 1945, dan cita hukum UUD 1945 besumber atau
dijiwai oleh falsafah Pancasila. Di sinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Sebagaimana diuraikan di muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Pasal-pasal Undang-Undang
Dasar 1945, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung
pokokpokok pikiran yang dijelmakan lebih lanjut dalam Pasal-pasal Undang-Undang
Dasar 1945. Dengan tetap menyadari akan keagungan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila dan dengan tetap memperhatikan hubungan antara Pembukaan
dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dapatlah disimpulkan bahwa
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara
Pancasila dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu
kesatuan yang tak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai
dan norma yang terpadu. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan
Indonesia, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan

permusyawaratan/perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
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12.

kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah
pancaran dari Pancasila. Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus
diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan Indonesia.

BENTUK NEGARA

Alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Dari rumusan tersebut
nampaklah bahwa para founding fathers kita sejak semula menghendaki
terbentuknya suatu negara kesatuan, negara yang bersatu dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia, pokok pikiran adanya negara persatuan. Rumusan
Alinea tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
Bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia
adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Bangsa Indonesia memilih bentuk negara yang dinamakan Republik yang
merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum (res
publica) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan, dan ini
merupakan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok (aspek homo
ekonomikus). Dengan demikian idee untuk membentuk negara selain Negara
Kesatuan Republik Indonesia, tidak mendapatkan tempat dalam konstitusi Republik
Indonesia. Dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa khusus tentang

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Dengan telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1999-
2002, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada asas-
asas sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) (Pasal 1 ayat (3));. Pasal ini
menyatakan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan (machstaat).
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal
1 ayat (2)); Pasal ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem
konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa

kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR.
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3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
(Pasal 4 ayat (1)). Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan negara adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Presiden.

4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan (Pasal 7). Pasal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden
terbatas, yakni maksimal hanya dua kali masa jabatan saja.

5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR
kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
(Pasal 7B ayat (1)).

6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)). Pasal 17 ayat
(2) menyebutkan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden. Ketentuan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia
menganut sistem Presidensial, dimana menteri-menteri negara tidak bertanggung

jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.

KELEMBAGAAN NEGARA
Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD
1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga
negara yang ada adalah: MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, sedangkan DPA
telah dihapus. Lembaga-lembaga negara tersebut disertai dengan tugas, wewenang,
dan hak masing-masing, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Kedudukan:
1) Sebagai Lembaga Negara, dengan susunan keanggotaan terdiri dari
anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum;
2) Sebagai pelaksana fungsi konstitutif.
a) Tugas dan wewenang:

1) Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun;



b)

(2) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Usul
perubahan

secara tertulis diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah
anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota MPR, dan putusan dilakukan dengan persetujuan
sekurangkurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh
anggota MPR.

3) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil
pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR,;

(4) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden
diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang
Paripurna MPR;

(5) Menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR
tersebut di atas paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya usul
tersebut;

(6) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam masa jabatannya;

(7) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden,
apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan
selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari;

(8 Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya
berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket
calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil
presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya
dalam waktu tiga puluh hari;

Hak-hak anggota MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenang

sebagai berikut :

(1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang
Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;
(2)  Memilih dan dipilih;



(3) Membela diri;
(4) Imunitas;
(5) Protokoler;

(6) Keuangan dan administrastif;

b. Presiden sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif;.
1) Kedudukan:

2)

a) selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif)
dan Kepala Negara;

b) Dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum;

C) Memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali;

d) Dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;

e) Tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR;

f) Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya diganti Wakil Presiden sampai habis
masa jabatannya;

0) Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya dalam waktu yang bersamaan, maka
Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Tugas dan wewenangnya selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan

fungsi legislatif):

3)

a) Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-
undang Dasar;

b) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya,

c) Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR,;

d) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

e) Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR.

Tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Negara:

a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara,

b) Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian

dan perjanjian internasional dengan negara lain;
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c) Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya
ditetapkan dengan undang-undang;

d) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,
mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara
lain;

e) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi
grasi, dan rehabilitasi;

f) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,
memberi amnesti dan abolisi;

g) Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuai
dengan undang-undang;

h) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasehat dan pertimbangan kepada Presiden;

)] Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

Pengertian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi — Berdasarkan Pasal

14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden

Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 1), serta

memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 2).

a) GRASI. Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan
hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden
berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim
kepada seseorang. (ampunan dari presiden pada orang yang telah
dijatuhi hukuman)

b) AMNESTI. Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak
yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat
hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini
diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi
hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau
pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda
dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada
orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu

negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti
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d)

pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa
akibat luas terhadap kepentingan negara.

ABOLISI. Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan
pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum
menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden
memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum
mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait
dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh
keputusan pengadilan (penghapusan hukum atau membatalkan
hukum).

REHABILITASI. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam
rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang karena
suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti
bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak
seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia
ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada
nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung

kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
1) Kedudukan:

2)

3)

a) Sebagai Lembaga Negara,

b) Susunannya diatur dalam undang-undang;

c) Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum;

d) Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR;

e) DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden;
f)  Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang diatur dalam
undang-undang.

Fungsi :

a) Legislasi

b) Anggaran

c) Pengawasan

Tugas dan wewenang:

a)

Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;



b) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;

c) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah
penggati undang-undang;

d) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang
berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan,;
e) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang
berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama,;

f)  Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD;

g) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta
kebijakan pemerintah;

h) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh
DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama,;

)] Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan
pertimbangan DPD;

) Membahas dan  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan  atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK;

k) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

)] Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi
Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

m) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya
kepada Presiden untuk ditetapkan;

n) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta,
menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan
dalam pemberian amnesti dan abolisi;

0) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat
perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan

negara dan/atau pembentukan UU;
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5)

Hak DPR. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait

pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

a)

b)

Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada

Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap

pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang

berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat

atas:

(1) kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang
terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

(2) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

(3) dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan
pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun
perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Anggota DPR mempunyai hak:

a)
b)
c)
d)

Mengajukan usul RUU;
Mengajukan pertanyaan;
Menyampaikan usul dan pendapat;

Imunitas

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Kedudukan :

1)

a)

b)
c)

d)

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan
sebagai lembaga negara,;

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
Jumlah anggota DPD di setiap provinsi sama dan jumlah seluruh
anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR,;
Seluruh anggota DPD adalah anggota MPR;
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e) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat
dan tatacaranya diatur dalam undang-undang.
Tugas dan Wewenang:
a) Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
b) Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah;
c) Membahas RUU pada huruf b tersebut bersama-sama DPR atas
undangan DPR sesuai tata teritb DPR, sebelum DPR membahas RUU
tersebut dengan pemerintah;
d) Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan:
(1) Undang-undang mengenai otonomi daerah;
(2) Undang-undang mengenai pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah;
(3) Undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah;
(4) Undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya;
(5) Undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama;
(6) APBN.
(7) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan
RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(8) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
Badan Pemeriksa Keuangan.

e. Mahkamah Agung (MA). Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan

penyelenggara peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

1)

Kedudukan:

a) Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi
bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-
pengaruh lainnya;

b) Susunan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang;

c) Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh

Presiden;
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d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim
Agung;
e) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah

Agung diatur dalam undang-undang.

Tugas dan Wewenang:

a) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat
pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

b) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat
banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;

c) Menguji secara materil terhadap peraturan perundangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang;

d) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi

dan rehabilitasi.

Komisi Yudisial

1)

2)

Kedudukan:

a) Bersifat mandiri;

b) Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR,;

c) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan
undang-undang.

Tugas dan wewenang:

a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;

b) Memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Mahkamah Konstitusi

1)

Kedudukan :

a) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

b)  Susunan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang;
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c) Mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang diusulkan
oleh masing-masing Presiden tiga orang, DPR tiga orang, dan Mahkamah
Agung tiga orang;

d) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.

Tugas dan Wewenang:

a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945

b) Memutus sengketa  kewenangan lembaga negara  yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

c) Memutus pembubaran partai politik

d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

e) Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa
penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden, paling lama sembilan puluh hari.

h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

1)

Kedudukannya :
a) Merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
b) Sebagai pelaksana fungsi auditif operatif, rekomendasi, judikatif;
(Fungsi auditif: menyelenggarakan pemeriksaan atas tanggungjawab
keuangan negara yang dikelola Pemerintah) meliputi:
(1) Fungsi operatif: Fungsi operatif meliputi pemeriksaan,
pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan
pengelolaan kekayaan negara.
(2) Fungsi yudikatif: Fungsi yudikatif BPK ialah kewenangan menuntut
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan
pegawai negeri, bukan bendahara yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan negara.



(3) Fungsi rekomendatif: Fungsi rekomendatif ialah memberikan
pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan
pengelolaan keuangan negara.
c) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap
provinsi;
d) Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD,
dan diresmikan oleh Presiden;
e) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Tugas dan wewenang:

a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara;
b) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan

kewenangannya;
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14. PEMILIHAN UMUM

a)

Pemilihan umum (Pemilu) dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

b) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil
Presiden, dan DPD.



15.

16.

c) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah parpol.
d) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

e) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri.

f) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

PEMERINTAH DAERAH

a) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang
diatur dengan undang-undang;

b) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan;

c) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu;

d) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;

e) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat;

f) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang;

g) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi, Kabupaten,
dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota diatur dengan UU dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;

h) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemda yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa diatur dengan undang-undang;

1) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dengan undang-undang.

UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 (SEBELUM AMANDEMEN)
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pembukaan

(Preambule)



Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemerdekaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan

Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB |
Bentuk dan Kedaulatan Rakyat
Pasal 1
1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat

BAB Il
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2



1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Permusyawaratan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-
golongan yang ditetapkan menurut Undang-Undang.
2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di
Ibu Kota Negara.
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan dengan suara yang
terbanyak.

Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-

Garis Besar Haluan Negara

BAB IV
Kekuasaaan Pemerintah Negara

Pasal 4
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaaan Pmerintahan menurut
Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden.

Pasal 5
1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan
persetujuan DPR.
2. Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.

Pasal 6
1. Presiden adalah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
dengan suara terbanyak.

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam

masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya.



Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atauy berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai
berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden)
‘Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-
Undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan
bangsa”
Janji Presiden (Wakil Presiden)
“‘Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada
Nusa dan Bangsa.

Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan
Angkatan Udara.

Pasal 11
Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan Negara.

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaaan
bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13
1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul
2. Presiden menerima Duta dari Negara lain

Pasal 14
Presiden member grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15
Presiden member gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB V

Dewan Pertimbangan Agung



Pasal 16
1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Dewan ini berkewajiban member jawab atas atas pertnyaan Presiden dan berhak
mengajukan usul kepada Pemerintah.

BAB VI

Kementerian Negara

Pasal 17
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

BAB VII

Pemerintah Daerah

Pasal 18
Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk susunan
Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan
mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan Negara dan hak-hak
asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VIl

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19
1. Sususnan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20
1. Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
2. Jika suatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan
Prwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21
1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan
Undang-undang.
2. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak
disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak bolehg dimasukkan lagi dalam

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.



Pasal 22
1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
pertauran pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
2. Peraturan pemetintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

BAB VI

HAL KEUANGAN

Pasal 23
1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-
undang. Apabila dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggran yang diusulkan
Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keungan Negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa keungan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.
Hasil pemeriksanaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24
1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan lain-lainnya
Badan Kehakiman menurut Undang-Undang.
2. Susunan dan kekuasaaan Badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-
undang.

Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26
1. Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai kewrganegaraan ditetapkan dengan Undang-

undang.



Pasal 27
1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB Xl

AGAMA

Pasal 29
1. Negera berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XIllI

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30
1. Titap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan Negara.

2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang.

BAB XIlI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
1. Tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan meyelenggarakan satu sistim pengajaran
nasional, yang diatur dengan Undang-undang.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.



2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dpelihara oleh Negara.

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih.
Pasal 36

Bahasa Negara adalah Bahasa Indoneisa.

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37
1. Untuk mengubah undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah
anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal |
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan
kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal Il
Segala badan Negara dan Pertauran yang ada masih langsung berlaku, selama
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal Il
Untuk pertama kali presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan
kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV



Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan
pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN
1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, nesia
engatur men yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
2. Dalam enam bulan sesudah majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis

itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

17. UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pembukaan

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemerdekaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan



yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB |
Bentuk dan Kedaulatan Rakyat
Pasal 1.
1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar.
***(Amandemen Ketiga)
3. Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

BAB Il
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2
1. Majelis Permusyswaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Permusyswaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. ***(Amandemen Ketiga)
2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu
Kota Negara.
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan dengan suara yang
terbanyak

Pasal 3.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.
***(Amandemen Ketiga)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
***(Amandemen Ketiga)
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil

Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB Il
Kekuasaaan Pemerintah Negara
Pasal 4
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaaan Pmerintahan menurut Undang-

Undang Dasar.



2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5.
1. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat. * (Amandemen Pertama).
2. Prseiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.

Pasal 6.
1. Calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
***(Amandemen Ketiga)
2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut oleh
Undang-undang. **(Amandemen Ketiga)

Pasal 6A.
1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat. *(Amandemen Ketiga)
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oelh partai politik atau
gabungan partai politik peseerta pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan Umum.
***(Amandemen Ketiga)
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh
persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. **(Amandemen Ketiga)
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat
yang terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. **(Amandemen Ketiga)
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur oleh
undang-undang. ***(Amandemen Ketiga)

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *

(Amandemen Pertama).



Pasal 7A.
Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. **(Amandemen

Ketiga)

Pasal 7B.
1. Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih
dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhinatan terhadap
Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
pendapat bahwa Presideen dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***(Amandemen Ketiga)
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hokum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebegai
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya
dapat dilakuyn dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwqakilan
Rakyat yang hadir dalam siding paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***(Amandemen Ketiga)
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-
adilnya terhadap pendapat Dewanj Perwakilan Rakyat paling lama Sembilan puluh hari
setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh MAhkamah Konstitusi.
***(Amandemen Ketiga)
5. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden terbukti melakukan pelanggran hokum berupa pengkhianatan terhadap Negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau berupa perbuatan tercela; dan/atau
terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden da/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan siding



paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
kepada Majelis Permusyawarat Rakyat.
6. Majelis Permusyawaratan Raklyat wajib mengadakan siding untuk memutuskan usul
dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis
Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. **(Amandemen Ketiga)
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya % dari jumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau WakKil
Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelelasan dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C
Presiden tidak dapat membakukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
***(Amandemen Ketiga)

Pasal 8.
1. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam
masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya. **(Amandemen
ketiga) **(Amandemen Ketiga)
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam
puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggrakan siding untuk memilih Wakil
Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. **(Amandemen Ketiga)
3. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana
Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, menteri Dalam Negeri, Meneteri
Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu,
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan p-artai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa
jabatannya.

Pasal 9
1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atauy berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai
berikut:



Sumpah Presiden (Wakil Presiden)
“‘Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang
dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan bangsa”
Janji Presiden (Wakil Presiden)
‘Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada
Nusa dan Bangsa.
2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat
mengadakan siding, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dihadapan pimpinan Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat dengan  disaksikan oleh  Pimpinan  Mahkamah
Agung.*(Amandemen Pertama)
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Angkatan
Udara.
Pasal 11.
1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan Negara. ***(Amandemen Keempat).
2. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. **(Amandemen Ketiga)
3. Ketentuan lebih tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
***(Amandemen Ketiga)
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaaan bahaya

ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13
1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul
2. Dalam mengangkat Konsul Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat. *(Amandemen Pertama).



3. Presiden menerima penempatan Duta dari Negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14
1. Presiden member grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung. *(Amandemen Pertama).
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. *(Amandemen Pertama).

Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur oleh
undang-undang. *(Amandemen Pertama).

Pasal 16.
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat dan
pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.
**x(Amandemen keempat).

BAB IV

Dewan Pertimbangan Agung
(Dihapus). ***(Amandemen Keempat)
BAB V
Kementerian Negara

Pasal 17
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.* (Amandemen Pertama)
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*(Amandemen
Pertama)
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam
undang-undang.***(Amandemen Ketiga)

BAB VI

Pemerintah Daerah

Pasal 18
1. Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang di tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.**(Amandemen Kedua)
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.**(Amandemen Kedua)



3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan
Rakyat Daera yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*(Amandemen
Kedua)
4. Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah
propinsi, daerah kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**(Amandemen Kedua)
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang
oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.**(Amandemen
Kedua)
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan pertauran daerah dan pertauran lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**(Amandemen Kedua)
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang.**(Amandemen Kedua)
Pasal 18A.
1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi,
daerah kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan memperhatyikan kehususan dan keragaman daerah.
**(Amandemen kedua).
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemamnfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Pasal 18B.
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan aundang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan maysarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang. **(Amandemen kedua).
BAB VII
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 19.**(Amandemen kedua).
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui peilihan umum. **(Amandemen
kedua).
2. Sususnan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang. **(Amandemen
kedua).

3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.



Pasal 20
1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *
(Amandemen Pertama).
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. * (Amandemen Pertama).
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama,
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu. * (Amandemen Pertama).
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk
menjadi undang-undang.* (Amandemen Pertama).
5. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Prersiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang
tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan
wajib diundangkan.

Pasal 20A.
1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legilasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan.*(Amandemen Pertama)
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat.**(Amandemen Kedua)
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Unang-Undang Dasar ini, Dewan
Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat serta hak imunitas.**(Amandemen Kedua)
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan

Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang.* (Amandemen Pertama).
2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan
oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22
1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.



2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A
Ketentusan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan
undang-undang. **(Amandemen kedua).

Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. *(Amandemen kedua).

BAB VIIA.**(Amandemen ketiga)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih ari setiap propinsi melalui pemilihan umum.
***(Amandemen ketiga)
2. Anggota Dewan perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah
seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itutidak lebih dari sepertiga jumlah anggota
Dewan perwakilan Rakyat. ***(Amandemen ketiga)
3. Dewan perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun.
***(Amandemen ketiga)
4, Susunan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

***(Amandemen ketiga)

Pasal 22D.***(Amandemen ketiga)

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwkilan Rakyat
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah. **(Amandemen ketiga)

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah;pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah;serta memberikan pertimbangan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan



belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan
dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-
undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasaannya itu kepda Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan peretimbangan untuk ditindaklanjuti. ***(Amandemen
ketiga)

4. Anggota dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-
Syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB.**(Amandemen ketiga)
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E.***(Amandemen ketiga)

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,. Rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali. **(Amandemen ketiga)
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. ***(Amandemen ketiga)
3. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***(Amandemen ketiga)
4. Peserta pemilihan umum untuk mmemilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah
perseorangan. ***(Amandemen ketiga)
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. ***(Amandemen ketiga)
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
***(Amandemen ketiga)

BAB VI

HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan

Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka



dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***(Amandemen
ketiga)

2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh
Presiden untuk dibahas bersama dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. **(Amandemen ketiga)

3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan
dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran

pendapatan dan belanja Negara tahun lalu. ***(Amandemen ketiga)

Pasal 23A.
*** (Amandemen ketiga)
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan

undang-undang. **(Amandemen ketiga)

Pasal 23B.
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****(Amandemen
Keempat).

Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keungan Negara diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen
ketiga)

Pasal 23D
Negera memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab, dan indepedensinya diatur dengan undang-undang. ****(Amandemen keempat).

BAB VIIIA.

***(Amandemen ketiga)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E
1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. **(Amandemen
ketiga)
2. Hasil pemeriksanaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai
dengan kewenangnnya. *(Amandemen ketiga)
3. Hasil pemeriksaaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan

sesuai dengan undang-undang.



Pasal 23F
1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
***(Amandemen ketiga)
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G
1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara, dan memiliki
perwakilan di setiap propinsi. *(Amandemen ketiga)
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-

undang. ***(Amandemen ketiga)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24
1. Kekuasaaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. *(Amandemen
ketiga)
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah
Makmah konstutusi. *(Amandemen ketiga)
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur

dalam undang-undang. ****(Amandemen keempat)

Pasal 24A

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***(Amandemen
ketiga)

2. Hakim Agung harus meiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
professional, dan berpengalaman di bidang hukum. **(Amandemen ketiga)

3. Calon hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh

Presiden. **(Amandemen ketiga)



4, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
***(Amandemen ketiga)
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hokum acara MAhkamah Agung serta badan
peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B
1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. ***(Amandemen ketiga)
2. Anggota komisi Yudisial harus mempunyai penegtahuan dan pemngalaman di bidang
hokum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan perstujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. ***(Amandemen ketiga)
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang.
***(Amandemen ketiga)

Pasal 24C
1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
meutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum. **(Amandemen ketiga)
2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden da/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar.
3.  Mahkamah konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah
Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil ketua Mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
***(Amandemen ketiga)
5.  Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
negarwan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai
pejabat Negara.pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta
ketentuan lainnya tentang Mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang.
***(Amandemen ketiga)



6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***(Amandemen
Ketiga)

Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan
undang-undang.

BAB IXA

WILAYAH NEGARA.** (Amandemen kedua)
Pasal 25A.****(Amandemen Keempat)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negera kepulauan yang berciri
nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
undang.**(Amandemen Kedua)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK.** (Amandemen kedua).
Pasal 26. **(Amandemen kedua).

1. Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indoensia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
2. Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia. *(Amandemen kedua)
3. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
**(Amandemen kedua).

Pasal 27
1. Segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemaunusiaan.
3. Setiap wrga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
F*(Amandemen kedua)

Pasal 28
Kemerdekaan bersrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA *(Amandemen Pertama)
HAK ASASI MANUSIA.** (Amandemen kedua).



Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
**(Amandemen kedua)

Pasal 28B
1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah. **(Amandemen kedua)
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hisup, tumbuh dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C
1. Setiap orang berhalk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat.**(Amandemen kedua)
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun maaysarakat, bangsa, dan negaranya. **(Amandemen kedua)
Pasal 28D
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanm hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja. **(Amandemen kedua).
3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan. *(Amandemen kedua).
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.
Pasal 28E
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak
kembali.**(Amandemen kedua).
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan puikiran dan
sikap sesuai dengan hati nuraninya. **(Amandemen kedua).
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat. **(Amandemen kedua).



Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **(Amandemen kedua).

Pasal 28G
1. Setiap orang berhak atas perlindaungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang dibwah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi. *(Amandemen kedua)
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.
**(Amandemen kedua)

Pasal 28H
1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapadkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh palayanan
kesehatan. **(Amandemen kedua).
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
**(Amandemen kedua).
3. Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya
secera utuh sebagai manusia yang b bermartabat. **(Amandemen kedua).
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati murani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. **(Amandemen kedua).
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadp perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu. **(Amandemen kedua).
3. Indentias budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban. **(Amandemen kedua).



4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. *(Amandemen kedua).
5. Untuk menegakkan dan melingdungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
neggara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, siatur,
dan dirtuangkan dalam pertuaran perundang-undangan.

Pasal 28J
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**(Amandemen Kedua)
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang laindan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**(Amandemen
Kedua)

BAB Xl

AGAMA

Pasal 29
1. Negera berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB Xl
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.** (Amandemen kedua).

Pasal 30
1. Titap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan Negara. *(Amandemen kedua).
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui suatu sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai
kekuatan pendukung. **(Amandemen kedua)
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan Negara. **(Amandemen kedua)



4. Kepolisian Negarta Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, malayani masyarakat, serta
menegakkan hukum.

5. Susunan dan kedudukan tentara NAsional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, hubungan kewenangan tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga
Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait

dengan pertahanan dan kemanan diatur dengan undang-undang. *(Amandemen kedua)

BAB Xl
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***(Amandemen Ketiga)

Pasal 31
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan adsar dan pemerintah wajib
membiayainya. **(Amandemen Keempat)
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketagwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencersdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen
Keempat)
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional. ****(Amandemen Keempat)
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia. ****(Amandemen Keempat)

Pasal 32
1. Negera memajukan kebudayaan nasional Indonesai di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-
nilai budaya. ****(Amandemen keempat).
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****(Amandemen
keempat)
Pasal 33



1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.****(Amandemen keempat)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
*x(Amandemen keempat)

Pasal 34
1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dpelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan. ****(Amandemen keempat)
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak. ***(Amandemen keempat)

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih
Pasal 36

Bahasa Negara adalah Bahasa Indoneisa

Pasal 36A.**(Amandemen kedua).
Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal lka.

Pasal 36B.**(Amandemen kedua).
Lagu Kebangsaan adalah Lagu indoneisa Raya

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

kebangsaan diatur dengan undang-undang. **(Amandemen kedua).



BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37
1. Usul perubahan pasal undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang
Mejelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****(Amandemen keempat)
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
*k(Amandemen keempat)
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar, Sidang majelis Permusyawaratan
Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyaratan
Rakyat. ***(Amandemen keempat)
4. Pertauran untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat. **(Amandemen keempat)
5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilakukan

perubahan.****(Amandemen keempat)

ATURAN PERALIHAN

Pasal |
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ***(Amandemen keempat)

Pasal Il
Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan
ketentuan Undang-Undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-
undang Dasar ini. ***(Amandemen keempat).

Pasal IlI
Mahkamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan
sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

wxx(Amandemen keempat)

ATURAN TAMBAHAN
Pasal |
Majelis Permusyswaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi

dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan



Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat 2003. ****(Amandemen keempat)

Pasal Il
Dengan ditetapkannya perubahan muUndang-Undang Dasar ini, Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

*x(Amandemen keempat)



MATERI
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18.

19.

BAB Il

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN

PENDAHULUAN

a. Deskripsi Singkat. Materi ini membahas konsep-konsep dan istilah-istilah
kepegawaian, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS, perencanaan dan pengadaan
PNS, pembinaan dan kesejahteraan PNS, pengembangan karier PNS, serta
pemberhentian dan pensiun PNS.

b. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU). Pembaca diharapkan dapat menjelaskan
maksud dari peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, seperti
kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan PNS.

c. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK). Setelah mempelajari materi ini, pembaca
diharapkan mampu:

1) Menyebutkan dan mendefinisikan pengertian dan istilah-istilah
kepegawaian.

2) Menjelaskan tentang formasi PNS.

3) Menjelaskan tentang pengadaan PNS.

4) Menjelaskan tentang pengangkatan sebagai calon PNS
5) Menjelaskan pembinaan PNS.

6) Menyebutkan sistem penggajian PNS.

7) Menjelaskan tentang cuti PNS.

8) Menyebutkan jenis kenaikan pangkat PNS.

9) Menjelaskan tentang Sasaran Kerja Pegawai.

10) Menjelaskan tentang pemberhentian PNS.

11) Menjelaskan tentang pensiun PNS.

d. Materiini terdiri dari 5 (lima) kegiatan belajar:

1) Konsep-konsep dan istilah-istilah Kepegawaian, Kedudukan, Kewajiban
dan Hak PNS.

2) Pengadaan PNS.

3) Pembinaan dan Kesejahteraan PNS.

4) Pengembangan Karier PNS.

5) Pemberhentian dan Pensiun PNS.

KONSEP-KONSEP DAN ISTILAH-ISTILAH KEPEGAWAIAN, KEDUDUKAN,
KEWAJIBAN, DAN HAK PNS.

a. Latar Belakang.

Dalam rangka mendukung terciptanya pelaksananan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Pemerintahan (Kementerian Pertahanan), diperlukan Pegawai
Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan



pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisrne.
Sehingga untuk membentuk sosok Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut,
diperlukan upaya meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Konsep-konsep dan Istilah-Istilah.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai
ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai
Pegawai ASN vyang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan
terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASNyang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.



12)

13)

14)

15)

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
pelaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Jenis, Kewajiban, dan Hak ASN.

1)

2)

3)

Jenis Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK).

Kewajiban Pegawai ASN Pegawai ASN wajib:

a) setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia
, dan pemerintah yang sah;

b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;

d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;

f)  menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan;

g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Hak Pegawai Negeri Sipil.
PNS berhak memperoleh:

a) gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b) cuti;

C) jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d) perlindungan; dan

e) pengembangan kompetensi.



PPPK berhak memperoleh:

a) gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b) cuti;

c) perlindungan; dan

d) pengembangan

20. PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

a.

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang
lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan,
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan
menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil
diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengumuman
dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan
lamaran dengan mencantumkan:

1) jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

2) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
3) alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan

4) batas waktu pengajuan lamaran

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama
untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat:

1) warga negara Indonesia;

2) berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-
tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

3) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

4) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5) tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

6) sehat jasmani dan rohani;

7) mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang
diperlukan;

8) berkelakuan baik;

9) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan

10) syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi
mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan
khusus dan dilaksanakan secara selektif.



Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang
dinyatakan lulus ujian penyaringan. Pelamar yang dinyatakan lulus, wajib
menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan akan diangkat menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas
Pegawai (NIP). Dalam menyampaikan daftar pelamar dilengkapi data
perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan NIP
diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran
berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. Golongan ruang yang
ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah :

1) Golongan ruang l/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Dasar
atau yang setingkat;

2) Golongan ruang l/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama atau yang setingkat;

3) Golongan ruang ll/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;

4) Golongan ruang llI/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Guru
Pendidikan Luar Biasa atau Diploma lI;

5) Golongan ruang ll/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma lll;

6) Golongan ruang lll/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;

7) Golongan ruang lll/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Dokter, ljazah Apoteker dan Magister (S2)
atau ljazah lain yang setara;

8) Golongan ruang lll/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Doktor (S3);

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi



d.
diber

Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan
pangkat tertentu, apabila :

1) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik

2) telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk
oleh Menteri Kesehatan; dan

3) telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dinyatakan dengan Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari
2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat di atas tetapi karena sesuatu sebab
belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang
bersangkutan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan
pangkat :

1) Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;

2) Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;

3) Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang Il/a;

4) Pengatur Muda Tingkat | bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang
1/b;

5) Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang ll/c;

6) Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang lll/a;

7) Penata Muda Tingkat | bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang
ll/b;

8) Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang lll/c.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. Calon
Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguiji
Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri,
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut
setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil
hentikan apabila :

1) mengajukan permohonan berhenti;

2) tidak memenuhi syarat kesehatan;

3) tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;

4) tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

5) menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat
mengganggu lingkungan pekerjaan;

6) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
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7) pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti
yang tidak benar;

8) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja
melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya.

9) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

10) 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali
bukan karena kesalahan yang bersangkutan;

Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana
dima ksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat
sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan
hormat. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan i, dapat diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat

PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan,
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem
karier yang dititikberatkan pasa sistem prestasi kerja.

b. Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam
rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil
terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu
dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung
jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan
sistem Kkarir dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja
merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap
PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja
organisasi.

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1
(satu) tahun yang terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot
nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%.

Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas
jabatan sesuai rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam struktur dan
tata kerja organisasi. SKP yang telah disusun merupakan hasil kesepakatan
atasan dan bawahan yang ditetapkan pejabat penilai setiap tahun.
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Dalam rangka penyusunan SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Jelas, kegiatan harus dapat diuraikan secara jelas.

2) Dapat diukur, kegiatan dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka
(jumlah satuan) maupun kualitas (hasil kerja tidak ada kesalahan).

3) Relevan, kegiatan harus berdasar lingkup tugas jabatan masing-masing.

4) Dapat dicapai, kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS.

5) Memiliki target waktu, kegiatan dapat ditentukan waktunya.

Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja Dengan target dari
aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100.

Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan pengamatan sesuai kriteria. Penilaian
prestasi kerja dilakukan dengan menggabungkan penilaian SKP (60%) dan
penilaian perilaku kerja (40%).

Nilai capaian prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka.

a. 91 keatas : sangat baik
b. 76 — 90 : baik

C. 61 —-75 : cukup

d. 50 -60 : kurang

e. 50 kebawah : buruk

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Cuti PNS, selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja
yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti terdiri dari Cuti tahunan; Culti
besar; Cuti sakit; Cuti bersalin; Cuti karena alasan penting; dan Cuti diluar
tanggungan Negara.

Cuti Tahunan.

CPNS/PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus
menerus berhak atas cuti tahunan yang lamanya adalah 12 (duabelas) hari kerja.
Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga)
hari kerja.

Untuk mendapatkan cuti tahunan PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti tahunan
diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil
dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk
cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil
lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun
yang sedang berjalan.

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak
Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat



diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk
cuti tahunan yang sedang berjalan.

a.

Cuti Besar.

PNS yang telah bekerja sekurang-kurangya 6 (enam) tahun secara terus
menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam
tahun yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi
kewajiban agama.

Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang
untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila ada kepentingan dinas mendesak.

Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima
penghasilan penuh.

Cuti Sakit PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti
sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari
berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan
harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
dengan melampirkan surat keterangan dokter.

PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit,
dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan
melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Surat keterangan dokter tersebut menyatakan tentang perlunya diberikan cuti,
lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Jangka waktu cuti sakit tersebut dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam)
bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang

ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu tersebut, harus
diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS yang bersangkutan
belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari



jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk
paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

Untuk mendapatkan cuti sakit, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan
melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas
kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit
sampai ia sembuh dari penyakitnya.

Selama menjalankan cuti sakit tersebut, PNS yang bersangkutan menerima
penghasilan penuh.

Cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari, diberikan secara tertulis oleh pejabat yang
berwenang.

Cuti Bersalin.

Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga, PNS wanita berhak
atas cuti bersalin.

Untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan
cuti di luar tanggungan Negara.

Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua)
bulan sesudah persalinan.

Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Selama menjalankan cuti bersalin wanita yang bersangkutan menerima
penghasilan penuh.

Cuti Karena Alasan Penting.

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

1) ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit
keras atau meninggal dunia.

2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal
dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya
yang meninggal dunia itu.

3) melangsungkan perkawinan yang pertama.

4) alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden



Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

e. Cuti di Luar Tanggungan Negara. Kepada PNS yang telah bekerja sekurang-
kurangya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang
penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan
penting untuk memperpanjangnya.

Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan PNS vyang bersangkutan
dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti diluar tanggungan Negara untuk
persalinan anak kempat dan seterusmya.

Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan Negara
dengan segera dapat diisi.

Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan
mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan
alasan-alasannya.

Cuti diluar tanggungan Negara, hanya dapat diberikan dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak
berhak menerima penghasilan dari Negara selama menjalankan cuti diluar
tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya
setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS.

Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya
setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka :

1) apabila ada lowongan ditempatkan kembali.

2) apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan
melaporkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk
kemungkinan ditempatkan pada instansi lain.

3) Apabila penempatan dimaksud tidak mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan mendapatkan hak-
hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti
karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas
mendesak.

Jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil
dapat ditangguhkan.

KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan
PNS. Usaha kesejahteraan, meliputi program pensiun dan tabungan hari tua,
asuransi kesehatan, dan tabungan perumahan.

Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan, PNS wajib membayar iuran setiap
bulan dari penghasilannya.

Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi
kesehatan, pemerintah menanggung subsidi dan iuran.

PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
a. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan
pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang
bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan
ketrampilan. Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
jabatan bagi PNS dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan PNS.
Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi
kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar,
pemberian akreditasi, penilaian, dan pengawasan.

Tujuan pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain adalah :

1) meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan;

2) menciptakan adanya pola berpikir yang sama;

3) menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan
4) membina karier PNS

KENAIKAN PANGKAT.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian. karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap
penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan
tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Berhubung dengan itu, maka setiap
atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya untuk
dapat diberikan tepat pada waktunya.



Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan
1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah. Masa
kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan
sistem kenaikan pangkat pilihan.

Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada
jabatan. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan
struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan

c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

d. kenaikan pangkat dapat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan
langsungnya.

Kenaikan pangkat reguler, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(tahun) terakhir.

Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan:

a. Pengatur Muda, golongan ruang ll/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Dasar;

b. Pengatur, golongan ruang ll/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang ll/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;

d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lll/b bagi yang memiliki Surat Tanda
Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan
Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat)
tahun, ljazah Diploma |, atau ljazah Diploma lI;

e. Penata, golongan ruang Ill/c bagi yang memiliki ljazah Sekolah Guru
Pendidikan Luar Biasa, ljazah Diploma lll, ljazah Sarjana Muda, ljazah
Akademi, atau ljazah Bakaloreat;

f. Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/d bagi yang memiliki ljazah Sarjana (S1)
atau ljazah Diploma IV;

g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki ljazah Dokter, ljazah
Apoteker dan ljazah Magister (S2) atau ljazah lain yang setara;



h.

Pembina Tingkat I, golongan ruang 1V/b bagi yang memiliki ljazah Doktor (S3).

Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Kenaikan pangkat
pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

a.

b.

menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden;

menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
diangkat menjadi pejabat negara;

memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah;

melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural
atau jabatan fungsional tertentu;

telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang

diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya
atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
struktural, jabatan fungsional tertentu atau jabatan tertentu yang pengangkatannya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat
yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Jenjang pangkat untuk pejabat struktural adalah sebagai berikut:

Jenjang Pangkat, Golongan Ruang
No. | Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Golongan | Pangkat Golongan
1 la Pembina Utama | IV/d Pembina Utama IV/ie
Madya
2 Ib Pembina Utama | IV/c Pembina Utama | IV/d
Muda Madya
3 Ila Pembina Tk | IV/b Pembina Utama | IV/c
Muda
4 la Pembina IV/a Pembina Tk | IV/b




IV a Penata l/c Penata Tk | 1/d

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih
satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu,
dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya .

b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang
didudukinya; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikan
pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

Pegawai Negeri yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah :

a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setingkat dan masih
berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan
pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang l/c

b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma | atau yang setingkat dan
masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat
dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang Il/a.

c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma Il dan masih berpangkat
Pengatur Muda, golongan ruang ll/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang I/b.

d. Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma Ill, dan masih berpangkat Pengatur
Muda Tingkat I, golongan ruang Il/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi Pengatur, golongan ruang ll/c.

e. Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I,
golongan ruang ll/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata
Muda, golongan ruang lll/a.

f.  Dokter, Apoteker dan Magister (S2) atau ljazah lain yang setara, dan masih
berpangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a ke bawah, dapat dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IlI/b.

g. Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
lll/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang
/c.



Kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah, dapat
diberikan apabila :

a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian
yang sesuai dengan ljazah yang diperoleh.

b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu)tahun dalam pangkat terakhir.

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir

d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan
fungsional tertentu; dan

e. lulus ujian penyesuaiankenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang sedang
melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural
atau jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali
setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun
dalam pangkat terakhir; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam
jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi
induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat
setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun
dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, diberikan sebanyak-banyaknya 3
(tiga) kali. Pegawai NegeriSipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang
dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan
pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi sesuai dengan kenaikan pangkat pilihan
menduduki jabatan fungsinal tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta
setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat anumerta, berlaku mulai tanggal Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan diberikan kenaikan
pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang dimaksud dengan tewas adalah :

a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan
dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya;

c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau
cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya; atau

d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab
ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.



Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan
hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan
kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila memiliki masa bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :

a. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan
sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.

b. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan

sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terusmenerus dan

sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir .

f.  tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

oo

Kenaikan pangkat pengabdian mulai berlaku tanggall (satu) sejak Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan dinyatakan meninggal duniadan 1 (satu)bulan sebelum
PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena
dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan
pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat berlaku mulai tanggal
yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi
dalam semua jabatan negeri. Yang cacat karena dinas adalah :

a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :

1) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya,;

2) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga
kecelakaan

3) itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena
menjalankan

4) tugas kewajibannya; atau

5) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai
akibat tindakan terhadap anasir itu.

b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari
pelaksanaan tugas. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguiji
Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam
semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan
kenaikan pangkat pengabdian dan berlaku mulai tanggal yang bersangkutan
dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua
jabatan negeri.

c. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang Ii/d
dan Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya
setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan
harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan
Pemerintah ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :
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1)

2)

Ujian dinas Tingkat | untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I,
golongan ruang Il/d menjadi Penata Muda, golongan ruang lll/a;

Ujian dinas Tingkat Il untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I,
golongan ruang lll/d menjadi Pembina, golongan ruang 1V/a.

Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian dinas, bagi:

1)
2)

3)

4)

akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi
kerja yang luar biasa baiknya;

akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru
yang bermanfaat bagi negara;

diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :

a) mencapai batas usia pensiun;

b) dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam
semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.

telah memperoleh :

a) ljazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;

b) ljazah Dokter, ljazah Apoteker, Magister (S2), dan ljazah lain yang

setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat | atau ujian dinas
Tingkat Il.

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawabhi
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawabhi
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam
jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural dapat diberikan
kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat
sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi Negara. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural yang
ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan
wewenang.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan
dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan
mengucapkan sumpah jabatan.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah:

a) Dberstatus Pegawai Negeri Sipil;



b) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingat di bawah jenjang
pangkat yang ditentukan;

c) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

e) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

f)  sehat jasmani dan rohani.

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural
wajibmengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam
jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-
kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau
masih didudukinya.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

a) mengundurkandiri dari jabatan yang didudukinya;

b) mencapai batas usia pensiun;

c) diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d) diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional,

e) cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena
persalinan;

f)  tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

g) adanya perampingan organisasi pemerintah;

h) tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau

i) hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian,
kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif
di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif
pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah.
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PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN.

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang
bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.

a.

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri.

Pada prinsipnya PNS yang meminta berhenti sebagai PNS, diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS. Penundaan atas permintaan berhenti dari
seorang PNS, hanyalah didasarkan semata-mata untuk kepentingan dinas
yang mendesak, umpamanya dengan berhentinya PNS yang bersangkutan
akan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Permintaan
berhenti yang dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, sehingga
dengan demikian pimpinan instansi yang bersangkutan dapat mempersiapkan
penggantinya. Permintaan berhenti yang dapt ditolak, antara lain adalah
permintaan berhenti dari seorang PNS yang sedang menjalankan ikatan dinas,
wajib militer, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Pemberhentian Karena Mencapai batas Usia Pensiun.

PNS yang telah mencapai batas usia pension, diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS. Batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan
sebagai PNS. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena mencapai
batas usia pensiun, diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan 1 (satu)
tahun sebelum ia mencapai batas usia pension tersebut. Pemeritahuan
dilakukan secara tertulis oleh pimpinan instasni dari PNS yang bersangkutan
untuk semua golongan. Jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukup
bagi PNS yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang
berhubungan dengan tugasnya. Dalam waktu 1 (satu) tahun itu, pimpinan
instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang
menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga PNS yang bersangkutan
dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya.

Pemberhentian Karena Adanyya Penyederhanaan Organisasi.

Organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh karena itu
susunan suatu satuan organisasi harus disesuaikan dengan perkembangan
tugas pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai daya guna dan hasil
guna yang sebesar-besarnya. Perubahan satuan organisasi Negara ada
kalanya mengakibatkan kelebihan PNS. Apabila terjadi hal yang sedemikian,
maka PNS yang lebih itu disalurkan pada satuan organisasi Negara yang
lainnya.

Apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan, maka PNS yang kelebihan itu
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau dari jabatan negeri dengan
mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Penyele-wengan.

PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena:



1) melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan negeri atau peraturan
disiplin PNS;

2) dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hokum yang tetap, karena dengan sengaja
melakukan suatu tidak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana
yang lebih berat, karena:

a) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

b) melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yaitu tindak pidana kejahatan yang berat, karena
tindak pidana kejahatan itu, adalah tindak pidana kejahatan
terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat
Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Negara dan
Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Sahabat, kejahatan mengenai
perlakuan kewajiban Negara, hak-hak Negara, dan kejahatan
terhadap ketertiban umum.

c) PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila
ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah
Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau
melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau pemerintah.
Ketentuan ini tidak berlaku bagi PNS yang hanya dijatuhi pidana
percobaan.

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani.

PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat
keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:

1) tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena
kese